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Judul : Konsep Kementerian di Indonesia dan Relevansinya

dengan Teori Wizarah Tafwidl (Analisis Teori
Wizarah Tafwidl Imam Al-Mawardi)
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Tebal Skripsi . 73 Halaman

Pembimbing | : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.

Pembimbing |1 : Mumtazinur, M.A.

Kata Kunci . Kementerian di Indonesia, Wizarah Tafwidl,
Relevansi

Menteri negara adalah pejabat negara pembantu Presiden, diangkat dan
diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Akan tetapi jika
ditinjau dengan konsep Wizarah Tafwidl dengan konsep kementerian belum
diketahui dengan jelas bagaimana konsep antar dua konsep ini serta ini
bahwasanya apakah relevan digunakan pada konsep kementerian di Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kementerian di
Indonesia, dan bagaimana relevansi dengan konsep Wazir Tafwid menurut Imam
Al-Mawardi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
kualitatif yaitu melalui studi perpustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis.
Adapun hasil penelitian ini kementerian di Indonesia hanya memiliki satu
konsep kementerian yang tergabung dalam satu kabinet yang dibentuk oleh
Presiden sebagai kepala negara dan juga pemerintahan. Sesuai tugas dan
tanggungjawabnya ada 3 kelompok bagian kementerian yang termasuk memiliki
relevansi dengan dalam Wizarah Tafwidl yaitu, kementerian negara yang
merupakan kelompok pertama atau kelompok 1, kelompok 1l yaitu kementerian
yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya, kementerian ke
IV yang termasuk pada Wazir Tafwidl yaitu menteri koordinator. Dan terakhir
kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kelembagaan Kementerian Negara telah di
atur secara yuridis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
tahun 2008 Tentang kementerian negara. Dan pada konsep Wizarah Tafwidl
dengan konsep kementerian di Indonesia terdapat relevansi pada bagian tugas
dan tanggungnya dalam mengurus pemerintahan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan BersamaMenteri Agama Dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikutini daftar huruf Arab

yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-~
. Ta T Te
[
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
. Kha Kh ka dan ha
C
Dal D De
>
3 Zal V4 Zet (dengan titik di atas)
Ra R Er
J
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: Zai Z Zet
J
Sin S Es
S
. Syin S es dan ye
g y y y!
Sad S es (dengan titik di bawah)
S
X Dad d de (dengan titik di bawah)
°
1 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za 4 zet (dengan titik di
bawah)
"ain 1 Koma terbalik (di atas)
C
- Gain G Ge
C
s Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
5 Kaf K Ka
J Lam = El
Mim M Em
¢
o Nun N En
Wau W We
J
A Ha H Ha
. Hamzah ‘ apostrof
< Ya Y Ye




2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
- Fathah A A
. Kasrah I I
2 Dammah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
6 Fathah dan ya Al adanu
o ; Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- J kataba
- Jﬁ faala
- J.; suila
- LS kaifa
- Jy— haula




3.

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliteras

inya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Nama

Arab Latin

e Fathah dan alif atau A a dan garis di atas

ya
© Kasrah dan ya I I dan garis di atas
f) Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

- JU qala

- s"J rama

- Jd qila

- J,w yvaqiilu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1.

Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

Ta’ marbuta hmati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
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Contoh:
_ @iy, raudah al-agfalraudahtulatfal

A5 80 S0

- 5ysedt 2l al-madinahal-munawwarah/al-madinatulmunawwarah

o or

- ddb talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda-tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:

- Jy  nazala

- ;J\ al-birr

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu (J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah,
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kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

2R

- J=) ar-rajulu

2 r0

- & al-galamu

-~ asy-syamsu

- JSS aljalatu
7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

22 o~

a4
>0 ta’khuzu

- (e syai'un

Lo @

- el an-nau’u
-0 inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.
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Contoh:

@ Gor s @

- JJJ\IJ\ = sgb ) u\ Wainnallahalahuwakhairar-razigin/

Wainnallahalahuwakhairurrazigin

s o0& P

S WVEPREY ,>u 4»\ F‘“" Bismillahimajrehawamursaha

-

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

L O b A b el ofE ol alamiy/
/ / Alhamdulillahirabbil “alamin

e A 955 B Ar-rahmanirrahim/Ar-rahmanar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:

do o oS A

e s A Allaahugafiirunrahim

Zo .~ 80 53

- \:wo- y‘}!\dﬁ Lillahi al-amrujamian/Lillahil-amrujami an
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10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Illmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir,bukan Misr; Beirut, bukan Bayrtt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam bentuk susunan kebijakan tata negara di Indonesia kedudukan
menteri ialah kedudukan yang mempunyai peran penting. Pengangkatan dan
pemberhentian menteri  dilakukan Presiden sebagaimana berdasarkan
kebijaksanaan Presiden. Menteri menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
berdasar atas tujuan beserta harapan yang dibentuk Presiden dan mempunyai
tanggungjawab secara menyeluruh terhadap Presiden. Menteri merupakan
pimpinan dari badan departemen dan non departemen sesuai dengan daftar nama
bidang masing-masing yang telah ditata oleh Presiden. Adanya kelembagaan
menteri yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan.

Menteri negara departemen telah disusun sesuai strukturnya masing-
masing, yang meliputi sekretaris jenderal, direktorat jenderal, inspektur jenderal
dan badan. Dan menteri negara non departemen terdiri sekretaris, inspektorat
dan deputi. Sesuai yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 mengenai lembaga kementerian menyatakan:

a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
menjalankan tugasnya dibantu' oleh menteri-menteri negara yang
membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.

b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna
mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian negara ialah sebuah kelembagaan didalam pemerintahan

Indonesia sebagai seseorang yang membantu Presiden mengenai perumusan



kebijakan-kebijakan dibidang yang telah ditentukan dari kegiatan pemerintah
kenegaraan. Setiap menteri mempunyai tugas tertentu dalam pemerintahan.

Adapun tugas tersebut adalah pertama, pekerjaan pemerintahan sesuai
struktur tata urutan penamaan atau nomenklatur kementerian sebagaimana di
sebutkan didalam UUD NKRI Tahun 1945 yang tersusun mulai dari masalah
luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kedua, pekerjaan pemerintahan
seperti didalam UUD NKRI Tahun 1945 terdiri atas mengenai masalah agama,
hukum, ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, budaya, kesehatan,
sosial, pekerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan
umum, migrasi, mengangkut, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.

Selanjutnya ke tiga pekerjaan pemerintahan juga temasuk urusan
pembidangan, struktur, menyertakan strategi pemerintahan yang mencakup
permasalahan di bidang desain, sektor pembangunan publik, sektor mesin
negara, sektor sekretaris negara, sektor perusahaan negara, sektor pedesaan,
sektor kependudukan, sektor lingkungan hidup, sektor pendidikan, sektor
teknologi, sektor investasi, sektor koperasi, sektor UKM, pariwisata,
pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan dan pengembangan
daerah atau tempat tinggal.

Kementerian negara yaitu kelembagaan penyelenggaraan pemerintah
negara yang di pimpin oleh menteri kenegaraan dan berkedudukan dibawah
kepala negara. Menteri negara ialah kabinet kenegaraan pembantu Presiden,
diangkat termasuk diberhentikan dan bertanggungjawab kepada kepala negara.*

Pemimpin ialah kepala negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi
didalam suatu pemerintahan baik dalam urusan agama serta dalam cakupan

urusan politik. Kepala negara memiliki wilayah yang luas atau menyeluruh baik

1Zaki Ulya, “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2
, 2016, him. 213-217.



dalam tugas yang berhubungan dengan keagamaan maupun urusan dunia.
Seluruh bentuk kepentingan tersebut tidak akan mampu diemban dan
dilaksanakan oleh seorang kepala negara dan dari pada itu haruslah adanya
wakil, staf yang dapat membantu, dan anggota yang direkrut atau diangkat
tersebut dengan segala bentuk tanggung jawab untuk memenuhi pekerjaan
Negara.

Didalam sejarah ketatanegaraan Islam, Umar ibn al-Khattab memilih
seorang untuk menjadi Hakim untuk melakukan persidangan dalam masalah
tentang kewarisan. Pada masa sejarah tersebut, mulai adanya bagian struktur
kewenangan walaupun dibatasi oleh bidang eksekutif dan yudikatif. Yang
dilakukan Umar tersebut adalah suatu perubahan yang sangat berguna. Dan dari
pada itu para pemegang kekuasaan keislaman setelah itu, Umar Ibn Al-Khattab
mulai melaksanakan aturan dan merealisasikan lembaga yang baru didalam
sejarah politik dan pemerintah Islam dengan terciptanya lembaga hisbah
(pengawasan) dan Wizarah (kementerian).

Lembaga Wizarah memiliki kewajiban sangat penting bagi pemegang
kekuasaan tertinggi atau kepala negara didalam membantu melaksanakan tugas
kepala negara. Pemimpin kedudukan Wizarah diketahui dengan kata lain yaitu
Wazir (menteri).

Wazir juga sebagai pemimpin menteri-menteri lain yang mempunyai
tanggungjawab dan tugas tertentu. Jabatan Wazir ialah merupakan tingkatan
kedua sesudah imam atau Kkhalifah dan didalam tingkatan praktiknya
kementerian mempunyai persamaan dengan pemimpin negara didalam tingkatan
tanggungjawab. Kementerian ialah wujud kedaulatan umum atau dengan istilah
lain yaitu yang mempunyai kuasaan tertinggi secara keseluruhan disuatu

negara.’

2Mutasir, Non Muslim Sebagai Menteri Tanfizd Perspektif Pemikiran Al-Mawardi,
Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 42, No. 2, 2018, him. 1-3.



Wazir Tafwidl (pembantu khalifah bidang pemerintahan) ialah Wazir
terpilih juga diberi perintah dari kepala negara dalam mengurusi segala macam
urusan sesuai pandangan dan ijtihad nya sendiri. Klasifikasi Wazir bertugas
menolong khalifah yang dapat mempermudah imam dalam segala permasalahan
orang muslim daripada diselesaikan secara sepihak. Adanya Wizarah lebih
terlihat menunjang pada kearah suatu perubahan terhadap pada kepala negara
dapat memonitor pribadi dari seorang kepala negara tersebut, terjaganya
perselisin pahaman atau pertikaian serta terjadinya penyimpangan. Sebelum
menduduki posisi Wazir, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai
seorang imam diantaranya faktor nasab (keturunan quraisy).

Seorang Wazir haruslah mempunyai karakter sebagaimana yang dimiliki
para mujtahid. Dan juga haruslah mempunyai persyaratan lanjutan selain
persyaratan yang sudah ditentukan untuk seorang imam (pemimpin) syarat
tersebut ialah wajib mempunyai kemahiran didalam pekerjaan yang diberikan
kepada seorang pemimpin yang sudah ditentukan seperti mengenai berperang
dan kharaj. Dua syarat tersebut haruslah dimiliki secara terperinci karena kapan
saja ia harus datang secara langsung mengatasi keduanya serta juga diwaktu
lainnya ia perlu mengutus orang lain untuk menyelesaikannya.®

Konsep kepemimpinan  Wazir didalam pemerintah Islam merupakan
yang membantu pemerintahan dan kepala negara yang dikenal dengan istilah
imam. Al-Mawardi menyatakan bahwa orang-orang islam memerlukan
pengangkatan seseorang untuk memimpin didalam kawasan otoritas keislaman.
Dikarenakan menurut beliau terdapat keterkaitan antar bidang kenegaraan dan
bidang keislaman. Wazir Tafwidl memiliki otoritas serta wewenangan sebanding
dengan kepala negara contohnya pengangkatan kehakiman juga pejabat-pejabat,
menentukan hukum, mempunyai hak dalam pengelolaan hasil dari baitul mal

termasuk pada tahap penyimpanan serta adanya tahap pengeluaran.

$K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A., Imam Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah Sistem
Pemerintahan Khilafah Islam, cet. 27, Qisthi Press, (Jakarta, 2016), him. 44-45,



Permasalahan Wazir atau menteri secara khusus seperti ada bagian sifat mutlak
yang harus ada pada seorang Wazir yaitu berani mengambil resiko, teliti, dan
kepatuhannya kepada imam.

Suatu lembaga pemerintahan tidak mungkin mampu menjalankan roda
pemerintahan tetapi harus adanya peninjauan terhadap konsep dari sisi lain
karena suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan haruslah direncanakan
dengan baik dimulai dari segi pengangkatan para pejabat yang mengurus urusan
ketata pemerintahan didalamnya dan hal lain yang dirasa perlu agar berjalannya
sistem kementerian berjalan sesuai yang diiinginkan dan dalam menggunakan
suatu konsep akan berdampak bagi pemerintahannya, baik itu memilih konsep
yang sesuai atau tidak.

Akan tetapi jika ditinjau dengan konsep Wizarah Tafwidl dengan konsep
kementerian belum diketahui dengan jelas bagaimana konsep antar dua konsep
ini serta ini bahwasanya apakah relevan digunakan pada konsep kementerian di
Indonesia. Alasan penulis memilih pemikiran Al-Mawardi karena merupakan
salah satu pemikir yang membahas tentang konsep Wizarah Tafwidl dan penulis
merasa perlu mengkaji dari hasil pemikiran teori Al-Mawardi tentang Wizarah
Tafwidl dengan kementerian di Indonesia. Alasan penulis memilih pemikiran
Al-Mawardi karena merupakan salah satu. pemikir yang membahas tentang
konsep Wizarah Tafwidl dan penulis merasa perlu mengkaji dari hasil pemikiran
teori Al-Mawardi tentang Wizarah Tafwidl dengan kementerian di Indonesia.

Dari permasalahan diatas, maka peneliti ingin melakukan suatu
penelitian dengan judul tentang “Konsep Kementerian di Indonesia dan

Relevansinya dengan Teori Wizarah Tafwidl Menurut Imam Al-Mawardi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun
rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:



1. Bagaimana konsep Wazir Tafwidl menurut Imam Al-Mawardi?

2. Bagaimana relevansi dengan konsep kementerian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan penelitian ini merupakan:
1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Wazir Tafwidl menurut Imam Al-
Mawardi
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi dengan konsep kementerian di

Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Sesuai hasil pencarian penulis dalam menunjang dalam tahap pembuatan
penulisan skripsi ini, maka penulis menelusuri dan mengevaluasi diantaranya
seperti tesis, skripsi dan beberapa jurnal, yaitu seperti berikut:

Kajian pertama Nuryasni Lawat berjudul “Kewenangan Wazir Menurut
Imam Al-Mawardi dan Implikasinya Terhadap Kekuasaan Gubernur Indonesia”.
Penulisan ini bertujuan mengkaji lebih dalam tentang konsep kewenangan Wazir
menurut Al-Mawardi dan bagaimana pentingnya kewenangan Wazir Imam Al-
Maward dan gubernur di Indonesia. Penulisan penelitian ialah metode kualitatif
dimana bahwasanya penulisan. inilah adalah studi perpustakaan, yaitu bahan
yang didapatkan dari berbagai bentuk bentuk buku beserta yang berkaitan
dengan penelitian ini.*

Penelitian kedua yang menjadi sumber rujukan yaitu, Rahmawati judul
jurnal tentang sistem pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan aplikasinya
di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang biografi Al-Mawardi,

penjelasan mengenai sistem pemerintahan, bagaimana konsep Imamah

4 Nuryasni Lawati, Skripsi: Kewenangan Wazir menurut Imam Al-Mawardi dan
Relevansinya dengan Kewenangan Gubernur di Indonesia, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020),
him. 3-17.



sebenarnya, penjelasan mengenai tata cara mekanisme pemilihan dan pengkatan
imam.®

Penelitian terdahulu yang ketiga, Nur Alfyan skripsi tentang Tinjauan
Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-
Mawardi. Permasalahan yang diangkat pada penelitian inilah adalah bagaimana
kedudukan Wazir menurut Imam Al-Mawardi dan kedudukan Wizarah menurut
Imam Al-Mawardi dalam tinjauan konstitusionalisme Indonesia. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Wazir menurut Imam Al-
Mawardi dan Konstitusi Indonesia.

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yaitu kepustakaan
(library study). Kasus hukum standar adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan berkonsultasi dengan bahan pustaka. Data yang terkumpul kemudian
diolah melalui proses editing, coding dan pengambilan data sehingga menjadi
suatu bentuk penelitian yang baik. Pada saat yang sama, analisis kualitatif
digunakan dalam analisis data. Menggunakan metode induksi.®

Kajian keempat sebelumnya, yaitu Meri Piryanti, berjudul Pemikiran Al-
Mawardi tentang Hubungan Al-Hajr dan Ar-Rusydu dalam Perwalian. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep Al-Hajru
dan kriteria Ar-Rusydu menurut Al-Maward serta mengetahui hubungan antara
Al-Hajru dan Ar-Rusydu khususnya yang anak yang berada di bawah
perwaliannya menurut pemikiran Al-Mawardi. Sekaligus kajian ini dijadikan
sebagai bahan informasi bagi masyarakat muslim dan kalangan intelektual serta
kalangan awam dalam kaitannya dengan hukum Islam khususnya Al-Hajru
dalam kaitannya dengan kriteria Ar-Rusydu, karena sebenarnya tentang minat.

serta melindungi hak. Dan juga untuk mengetahui lebih dalam tentang anak di

SRahmawati, Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan aplikasinya di
Indonesia, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, No. 2, 2018, him. 266- 270.

®Nur Alfyan, Skripsi: Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan
Wazir Menurut Imam Al-Mawardi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018),
him. ii.



bawah umur yang menjadi wali yang dianggap cakap dalam menggunakan harta
bendanya.’

Penelitian terdahulu yang kelima, Ariansyah yang berjudul Kedudukan
Menteri Ad Interim dalam sistem pemerintahan. Dalam penelitian ini membahas
tentang wewenang Menteri Ad interim didalam pelaksanaan fungsi
pemerintahannya dan dalam sistem pemerintah Islam.

Sebagaimana diketahui, jabatan menteri sementara hanya bersifat
sementara dan harus diisi agar wewenangannya terbatas dan tidak bisa
mengambil kebijakan strategis. Kehadiran menteri sementara sangat penting
untuk mengisi kekosongan jabatan, dan menteri tentunya akan berhalangan, agar

penyelenggaraan negara berjalan dengan lancar.®

E. Penjelasan Istilah

Agar terhindarnya dari kekeliruan, diperlukannya penjelasan beberapa
istilah untuk memahami konsep yang terkandung didalam penulisan penelitian
skripsi ini, seperti berikut:

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep yaitu bentuk, atau
perancangan apa sedang akan dilakukan. Konsep adalah untuk merencanakan
operasi. Konsep adalah suatu pengertian, gambaran, cara berpikir terhadap suatu
obyek, suatu proses, suatu pendapat (pemahaman), suatu rancangan (ideal), yang
disusun sedemikian rupa sehingga segala tindakan berlangsung secara sistematis

dan lancar.?

"Meri Piryant, Skripsi: Pemikiran Al-Mawardi Tentang Hubungan Antara Al-Hajru dan
Ar-Rusydu dalam Perwalian, (Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011),
him. 9.

8Ariansyah Usman Jafar, Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan
(Telaah Siyasah Syar’iyyah), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, Vol. 3, No. 1, 2022,
him. 22.

® Riska Muazzinah, Skripsi:Konsep Demokrasi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019),
him. 6.



2. Kementerian
Kementerian Negara ialah sebuah lembaga pemerintah Indonesia yang
berperan sebagai pembantu presiden dan mempunyai tugas membantu presiden
dalam merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan negara tertentu. 1°
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, mendefinisikan kementerian
pemerintah sebagai suatu mesin pemerintah yang mengurusi hal-hal tertentu
dalam pemerintahan.
3. Wizarah Tafwidl
Wizarah Tafwidl ialah pembantu kepala negara dalam mengurus
pemerintahan dan- memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil suatu
kebijakan. Wazir adalah kaki tangan kepala negara yang diberi kepercayaan
dalam urusan pemerintahan yang harus selalu ada pada setiap kegiatan
Pemerintahan. Wazir jugalah merupakan koordinator atau memimpin suatu
bidang didalam konteks tata negara Indonesia.
4. Relevansi
Relevansi adalah keterkaitan, bersangkut paut, memiliki berhubungan
erat. Relevansinya dengan penulisan skripsi ini yaitu mempunyai keterkaitan
dan bersangkut paut dengan konsep kementerian di Indonesia dan konsep
Wizarah Tafwidl. 12

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yaitu berbentuk faktual untuk mendapat suatu data

yang diperlukan dengan tujuan sesuai apa yang diharapkan. Dalam metode

107Zaki Ulya, Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No. 2,
2016, him, 213-217.

"Ariansyah Usman Jafar, Kedudukan Menteri Ad Interim dalam sistem pemerintahan
(Telaah Siyasah Syar’iyyah), Jurnal llimiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, Vol. 3, No. 1, 2022,
him. 20.

12 Nuryasni Lawati, Skripsi: Kewenangan Wazir menurut Imam Al-Mawardi dan
Relevansinya dengan Kewenangan Gubernur di Indonesia, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020),
him. 5.
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penelitian terdapat beberapa hal yang harus diketahui yaitu peninjauan dengan
cara ilmiah atau fakta terlebih dahulu, pendataan atau dokumen, adanya maksud
atau tujuan, dan adanya fungsi juga manfaat dari penelitian yang akan dilakukan
tersebut. 3 Disetiap penelitian mempunyai tujuan secara umum Yyaitu
mendeskripsikan atau gambaran, memverifikasi atau pembuktian, terdapat
pengembangan, mendapatkan dan juga menghasilkan sesuatu yang baru. 4

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian
kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong berpendapat penelitian kualitatif yaitu
penelitian bertujuan mengetahui tentang apa yang sedang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.  Untuk meneliti permasalahan ini, penulis melakukan metode
sebagaimana dibawah ini:

1. Pendekatan penelitan

Pendekatan penelitian ini yaitu dilakukan secara kualitatif yaitu data
dengan menggunakan penelusuran meneliti untuk mengetahui terhadap sumber
dari penelitian mengenai judul yang akan diteliti, adapun studi ini bersumberkan
pada data yang digunakan adalah studi perpustakaan untuk mendapatkan
pengetahuan baru.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif menggunakan hukum
normatif secara studi kepustakaan (Library Research) yang datanya didapat atau
ditemui melalui buku-buku, jurnal dan skripsi. Penelitian melalui studi

perpustakaan ini adalah untuk melihat bagaimana relevansi atau hubungan antar

13 Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, cet 1,
(Bandung, 2019), him. 2.

% 1bid,. him. 4.

15 Farid Hamid, Motif Pemilihan Metode Penelitian, Jurnal Ilmu Ekonomi dan sosial,
Vol 5, No. 3, 2016, him.282.
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konsep kementerian di Indonesia dan bagaimana teori Wizarah menurut Al-
Mawardi.
3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer adalah data berhubungan langsung dengan
subjek penelitian yang mana bahan primer ini ialah yang mempunyai
keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan atau ditinjau.®
Bahan yang merupakan penunjang atau yang dapat membantu dalam
penelitian ini salah satunya yaitu buku terjemahan Imam Al-Mawardi
yang berjudul- Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah
Islam dan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39
Tahun 2008.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang berhubungan dengan kajian
penelitian yang berbentuk tertulis seperti buku, jurnal, dokumen dan
sumber lain.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode
Library Research adalah meninjau buku, makalah, serta data atau keterangan
lain yang berkaitan dengan masalah studi penelitian. Yang tujuannya mencari
dan menemukan konsep sebagai  penunjang data. Dimana dalam teknik
pengumpulan data ini, peneliti dituntut untuk mencari, meninjau, dan mengolah
data-data yang diperlukan yaitu untuk mendapatkan data tersebut diperoleh dari
adanya buku-buku, jurnal, skripsi’, serta karya ilmiah, dan juga dari media cetak
serta media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.’
5. Objektivitas dan Validitas Data
Objektivitas dan validitas data berhubungan dengan mengenai validitas

dan keaslian pendataan yang digunakan dengan cara mengkaji segala teknik

18 1bid., him.283.

17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), him. 15.
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sesuai objek yang diperlukan. Keaslian data inilah sangat diperlukan dalam
penelitian kualitatif. Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini
diketahui dengan proses teknik integritas yang dicari secara signifikan sehingga
peneliti dapat mengkaji penelitian terhadap konsep kementerian di Indonesia
dan relevansinya dengan konsep Wizarah Tafwidl terori dari Imam Al-Mawardi.
Tahap terakhir yang dilakukan peneliti menuliskan hasil dari kajian penelitian
dengan penjelasannya secara spesifik yaitu dengan melakukan peninjauan yang
berhubungan dengan aspek yang diperlukan secara Library Research atau studi
perpustakaan.
6. Teknik Analisis data
Data yang didapatkan kemudian akan dijabarkan melalui penggambaran
kualitatif. Dengan cara melakukan penguraian, pengurutan secara logika yang
bertujuan penjabaran segala data-data yang diperoleh dan data tersebut terdapat
kesimpulan didalamnya.
7. Pedoman Penulisan Skripsi
Dalam menukis skripsi ini, penulis mengikuti pedoman penulisan skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat yang terdiri dari empat susunan yang terbagi
diantaranya bagian pembahasan yang dikaji Secara umum terdiri dari bab
pertama yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan
masalaOh, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, pengertian istilah, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua mencakup pembahasan teori konsep Wizarah dalam Figh
Siyasah. Bab dua ini terdapat cakupan pembahasan mengenai definisi Wizarah
dan Wazir, tugas dan kedudukan Wazir, macam-macam Wazir, Wizarah dalam
pemerintahan Islam yang terbagi dalam lima pembahasan yang terdiri dari

Wizarah pada masa Rasulullah Saw, Wizarah pada masa Khulafa Ar-Rasyidin,
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Wizarah pada masa Bani Umayyah, Wizarah pada masa Bani Abbas, dan
Wizarah pada masa Modern, dan terakhir dalam pembahasan bab dua ini adalah
membahas tentang konsep Wazir Tafwidl menurut Imam Al-Mawardi.

Bab tiga membahas tentang Konsep Kementerian di Indonesia dan
relevansinya dengan Konsep Wazir Tafwidl menurut Imam Al-Mawardi. Bab ini
memiliki beberapa cakupan yang lebih spesifik sesuai dengan penelitian yang
dilakukan. Yang pertama membahas tentang konsep Kementerian di Indonesia,
kementerian negara di Indonesia yang terbagi dua sub pembahasan tentang
kedudukan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia dan pengangkatan dan
pemberhentian Menteri di Indonesia.

Dan terakhir membahas tetang inti permasalahan dari skripsi ini yaitu
konsep Kementerian di Indonesia dan relevansinya dengan teori Wizarah Tafwid
menurut Imam Al-Mawardi.

Bab empat berisikan tentang kesimpulan dan saran dari dari keseluruhan

pembahasan.



BAB DUA
KONSEP WIZARAH DI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Wizarah dalam Figh Siyasah

Menurut istilah, Wazir ialah penamaan terhadap lembaga kementerian
pada suatu kenegaraan atau kerajaan. Beberapa tokoh mendefinisikan tentang
pengertian Wizarah yang mana salah satunya adalah pendapat dari seorang
pemikir yang bernama Ibn Khaldun. Ibn Khaldun membahas cakupan-cakupan
kekuasaan serta tanggungjawab Negara terhadap rakyatnya, dan juga penopang
suatu Negara sehingga bisa berdiri dengan kokoh, dan mengenai tata
pelaksanaan fungsi pemerintahan secara efektifitas. Ibn Khaldun memiliki karya
kitab yaitu “Mugaddimah”.

Dalam Kitab karya beliau tersebut terdapat banyaknya tema-tema
pembahasan yang mengupas kerelatifan secara mendalam, dan semua tema
menjadi kuat dengan adanya pembuktian dari cerita bersejarah sehingga
argumentasi beliau tersebut membuat keterkaitan dari orang-orang golongan
muslim serta non muslim. Salah satu yang menjadi sub tema pembahasannya
yaitu tentang kementerian yang menurut kata lain yaitu “Figh Al-Dawlah” atau
yang dikatakan dengan “Al-Wizarah”.

Al-Wizarah yang termasuk didalam Kitab Mugaddimah karya Ibn
Khaldun, tercantum pada pasal 34 mengenai jabatan kedaulatan Raja, kepala
pemerintahan beserta gelar-gelarnya. Cakupan inilah, Ibn Khaldun membagi
enam tema pembahasan vyaitu, kementerian (Wizarah), pengawas pintu
(Hijabah), departemen pekerjaan umum dan pengeretribusian, kesekretariatan
raja, polisi, dan panglima armada laut.

Yang paling terkhusus dari tema tersebut ialah tentang Al-Wizarah atau
kementerian. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa Wizarah adalah suatu
kelembagaan pemerintahan yang tertinggi dan juga merupakan suatu jabatan

kekuasaan. Menurut Ibn Khaldun, Al-Wizarah mempunyai arti yaitu merupakan

15
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pertolongan yang bersifat tidak terbatas. Kata itu di ambil dari istilah (Mu “azrah)
yang bermakna (Al-Mu “awanah) yaitu saling membantu dan saling tolong
menolong.
Ibn Khaldun membagi 7 (tujuh) lembaga kementerian negara diantaranya
ialah:
1. Menteri yang mengurus pada bidang perlindungan masyarakat
2. Menteri yang mengurus pada bidang pertahanan dan perang
3. Menteri yang mengurus pada bidang perpajakan
4. Menteri yang mengurus pada bidang pengawasan pangan
5. Menteri yang mengurus pada bidang ekonomi
6. Menteri yang mengurus pada bidang peperangan
7. Menteri yang mengurus pada bidang pembayaran dan pengeluaran.
Dari penjelasan Ibn Khaldun mengenai Wazir terdapat dasar hukum dari
pengangkatan menteri dalam surah Al-Furgan ayat 35
13835 05 0m AT daa s i s G
Yang artinya “Dan sesungguhnya, kami telah memberikan Kitab (Taurat)
kepada Musa kami telah menjadikan Harun saudaranya,
menyertai dia sebagai Wazir (Pembantu)”
Dalil lainnya yang berkaitan dengan Wazir yaitu tentang kepemimpinan,
seperti Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

‘;\cjdﬁcw@e.u:)\_t.\u\éei.m)A‘}“A_JJ\}J}“)X\ \}x.\la\}dl!\ \}a_da\ \}.\A\ uqﬂ\L@.:L}

UJJLw;\}_).\;dh_);\i\ejﬂ\ja&hu}u}?aﬁu| d‘,.u_)l\}em\

Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada
Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 8

18 QS. An-Nisa ayat 59.
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Secara umum, para ulama berpendapat bahwa terbentuknya kementerian
(Wizarah) terbagi menjadi dua alasan yaitu, pertama dalam Al-Quran QS. Thaha
ayat 29-31

YA ) (phl a3 (v ) AT Gsia (Y9) LR e 1505 J Jeals
Yang artinya “Dan jadikanlah untukku seorang Wazir dari keluargaku,
yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan

dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku”. [QS.Thaha
[20]:29-31]

Dalam surah Thaha ayat 29-31 tersebut menjelaskan bahwa Wazir
mengatasi permasalahan kenabian, sehingga lebih diperbolehkan menjadi Wazir
di Imamah. Dan alasan kedua, adanya Wazir tersebut bersifat efektif yaitu
artinya kepala negara tidak akan mungkin memiliki kesanggupan dalam
melakukan semua tugasnya didalam mengurus umat jika tidak ada Wazir.
Terdapatnya Wazir dapat meringankan kepala negara mengatasi segala
urusannya, lebih baik dalam pelaksanaannya dan jauh dari penyimpangan dan
kecerobohan.

Pendapat lain mengenai Wazir yaitu dari Abi Ya“la dan Ma“mun
Hammusy mengatakan bahwa ialah pendamping seorang raja yang diberi
kepercayaan khusus kepadanya atas beban raja dan memberi bantuan kepada
raja melalui pendapat. Pendapat lainnya ialah dari lbn Manzur memberi
pengertian tentang Wazir adalah orang yang menjadi pembantu Imam yang
diberikan kewenangan dalam pengelolaan diberbagai urusan-urusan berdasarkan
pendapat serta ijtihad yang berasal dari dirinya.

Pengertian Wazir juga dijelaskan oleh Al-Syawi bahwa Wazir adalah
orang yang membantu pemerintahan yang mana dalam mengangkat dan
pemberhentian Wazir dillaksanakan oleh Presiden, dan mempunyai kedudukan
dapat melakukan interaksi secara langsung dengan kepala negara didalam
mengatasi masalah-masalah yang ditimbul dikalangan rakyat.

Dan terakhir pendapat dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengatakan
Wazir adalah seseorang yang mendampingi Imam atau Presiden. Wazir mampu
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diberi pengalihan segala bentuk beban dan kewajiban-kewajiban kekhalifahan
setiap harinya bila kepala negara terdapat kendala, tapi dari itu Wazir memiliki
tanggungjawab kepada kepala negara. Dikarenakan kepala negara mempunyai
kekuasaan yang komplit baik dari segi kecerdasan, memiliki bakat yang
mumpuni, pekerja keras dan dapat diberi kepercayaan, adanya keinginan untuk
bekerja sungguh-sungguh. *°
Wazir ialah membantu kepala negara, atau khalifah (z& )dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Wazir nama dari suatu kementerian di sebuah
negara atau Kkerajaan,karena kepala negara  berwenang memutuskan
kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat dan negara yang bersangkutan.
Zaman nabi, istilah Wazir sudah dikenal seluruh dunia pada umumnya
di kalangan Islam. Abu Bakar adalah seorang yang telah menjalin keakraban
terhadap Nabi Muhammad lalu beliau diberi gelar dengan sebutan sebagai Wazir
Nabi. Oleh karena itu Umar diberi gelar yaitu penasihat atau pembantu terdekat
Abu Bakar. Pada zaman Umawiyah, sebutan Wazir mulailah di berikan kepada
penasihat atau pembantu utama khalifah dan pada zaman Abbasiyah
dikarenakan dampak pengaruh ~Persia, jabatan Wazir tersebut mulai
terlembagakan. Pada masa khalifah Abbasiyah, lembaga Al-Wizarah dipimpin
olen seorang Wazir. Menteri pada masa sekarang, Wazir menempati posisi
dibawah kepala departemen.
Wazir merupakan pembantu serta juga penasehat utama khalifah yang
merupakan perwakilan dalam pelaksanaan pemerintahan, merekrut para pejabat
negara atas persetujuan khalifah. Wazir juga memiliki kedudukan sebagai kepala

pemerintah eksekutif dan pemimpin angkatan militer. Wizarah sudah terbentuk

1 Fuad Hasim, Skripsi: Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri
Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun, (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar, 2022)

20 |Lena Puspita Sari, Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah, Jurnal Pemerintahan dan
Politik Islam, Vol. 6, No. 1, 2021, him. 55.
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pada zaman pemerintahan keislaman yang dikenal pada masa mesir kuno, bani
israil, dan persia kuno.

Menteri merupakan pembantu kepala negara pada seluruh urusan-urusan
yang berkaitan dengan rakyatnya, hal tersebut dapat memperingankan tugas
kepala negara dalam pelaksanaan tugas dengan lebih baik dalam meminimalisasi
bila terjadi suatu penyimpangan serta kesalahan yang tidak diinginkan dalam
bertugas. Dalam Ensiklopedia Oxford disebutkan bahwa kata Wazir merupakan
kata yang berasal dari persia kuno untuk istilah “hakim” yang kemudian
dikaitkan dengan bahasa arab. Yang bermakna konotasi “pemikul beban atau
menteri” yang digunakan secara umum dalam Islam. Kata Wizarah diambil dari
kata Al-wazr, yang artinya Al-Tsugl atau berat. Dengan demikian seorang Wazir
menanggung beban tugas negara yang cukup berat. Teruntuknya diserahkan
berbagai kebijakan pemerintah yang dilaksanakannya.

Pendapat Muhammad Igbal yang dikutip dari First Encyclopedia of
Islam bahwa Wazir ini diambil dari bahasa persia. Didalam Kitab Zend Avesta,
kata Wazir berasal dari Vicira yaitu orang yang mengambil keputusan (Hakim).
Nama kementerian dalam suatu negara disebut Wazir yang memiliki wewenang
didalam menetapkan kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan kepentingan

masyarakat yang bersangkutan, negara atau kerajaan.?*

B. Tugas dan Kedudukan Wazir

Menurut sejarah keislaman, kementerian (Al-Wizarah) secara garis besar
bahwa sudah diketahui dari masa Nabi Muhammad Saw dan dapat ditinjau
melalui sejarah Abu Bakar didalam menolong segala tugas kerasulan dan negara
Nabi Muhammad Saw. Al-Wizarah berkembang pada zaman Khulafa Ar-
Rasyidin sampai pada zaman Umayyah dan Abbasiyah mulai dari bagian

lembaga, peran, serta fungsinya. Al-Mawardi membagi dua bentuk kementerian

2L Nur Lailatul Musyafa’ah, Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam,
Jurnal Hukum/Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2010, him. 227-230.
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yaitu Tafwidl dan Tanfidz. Wizarah Tafwidl kekuasaannya teramat sangat luas
terutama didalam mengambil keputusan mengenai pelaksanaan politik
kenegaraan.

Dan Wizarah Tanfidz sebagai orang yang bertugas dalam pelaksanaan
kebijakan negara atas putusan yang diberikan oleh khalifah atau Wazir Tafwidl.
Wizarah Tanfidz mempunyai kekuasaan dalam ruang lingkup yang terbatas atau
kecil dan tidak diperbolehkan membuat ijitihad secara sepihak. la hanya
berperan perantara antara kepala negara dan rakyatnya.??

Adapun tugas dan kedudukan Wizarah Tafwidl menurut sejarah
diantaranya yaitu :

1. Wizarah pada masa Rasulullah saw

Pemerintahan yang terlaksana pada masa Nabi Muhammad saw yang
menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi terlihat dalam tugasnya yang
tidak berpusat pada beliau. Dalam Piagam Madinah, ia dianggap sebagai
pemimpin tertinggi dengan semua kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
zaman itu masyarakat masih belum menmpunyai pengetahuan mengenai
pemisahan kekuasaan namun dengan adanya beliau mendelegasikan tugas
administratif dan yudikatif kepada teman-teman yang dianggap cukup memiliki
kompetensi untuk melakukannya. ‘Didalam Piagam Madinah, ia dianggap
pemimpin tertinggi dengan segala kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pada masa itu masyarakat belum mengetahui teori pemisahan kekuasaan atau
pemisahan kekuasaan, namun dengan adanya beliau beliau menyerahkan fungsi
administrasi juga yudikatif kepada teman-teman yang dianggap cukup kompeten
untuk melakukannya.

Terdapat permasalahan dalam pengembangan daerah yang memerlukan
peta pembagian kerja. Nabi menunjuk beberapa sahabat untuk membantunya
memerintah di Madinah, Katib (Sekretaris), Amil (Manajer Zakat) dan Qadli

22 Ahmad Faizal Adha, Kementerian (Al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya
dalam Islam, Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol. 1, No. 2, 2022, him. 34.
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(Hakim). Oleh karena itu Nabi mengangkat wali, gadli dan amil di berbagai
daerah dan provinsi. Berdasarkan sejarah Islam, pengertian Wazir merupakan
penolong, bisa ditinjau pada peranan Abu Bakar menolong Nabi Muhammad
SAW dalam tugas kerasulan dan pemerintahannya. Memainkan peran paling
penting dalam diri Nabi Muhammad, Abu Bakar termasuk catatan pada sejarah
atas sikap setianya kepada Nabi Muhammad SAW selama hijrah dari Mekah ke
Madinah.

2. Wizarah pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidun

Pada zaman Khulafa Al-Rasyidun, Umar bin Khattab menjabat sebagai
Wazir di bawah Khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan Nabi
sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu abdi setia Abu Bakar. Hanya Abu
Bakar yang menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan peradilan.
Walaupun kepemimpinan telah dilaksanakan pada masa itu, namun istilah
Wizarah belum diketahui para khalayak banyak.

Zaman khalifah Abu Bakar, ia adalah seorang yang sangatlah
menjunjung tinggi musyawarah. Hal ini mendorong para tokoh sahabat
khususnya umat Islam berpartisipasi aktif dalam melaksanakan, menjalankan
berbagai keputusan yang telah dibuat. Untuk meringakan tugas pemerintahan
beliau mengangkat semua sahabatnya dalam melaksanakan tugas-tugas di
madinah dan juga di pemeritahan daerah. Dalam melakukan tugas-tugas
pemerintah tersebut, beliau memercayakan Ali Ibn Abi Thalib Zaid Ibn Tsabit,
dan Utsman Ibn Affan sebagai Katib (sekretaris), termasuk Abu Ubaidah
sebagai Bendaharawan, yang mengurusi bait Al-Mal.

Khalifah Umar banyak mengadakan diskusi dan berbagi masukan saran
dari kedua sahabatnya untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik sesuai
pada perkembangan serta perluasan negara Islam. Semua kegiatan dalam sistem
ketatanegaraan dilakukan Umar sesuai berkembangnya zaman dan tuntutan

keadaan dengan membentuk lembaga formal sebagai departemen berbagai
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fungsinya. Lembaga resmi ini disebut "Diwan"™ dan dipimpin oleh Shabib
Diwan.

Khalifah Umar memilih pejabat pemerintah dengan amat teliti. Yang
beliau utamakan orang yang memiliki keterampilan serta kesanggupan untuk
pekerjaan tersebut serta memberikan perhatian khusus terhadap keinginan
masyarakat dalam mengangkat seorang pejabat. Umar menyebut Muhammad
bin Maslamah, orang yang bisa dipercaya memiliki integrasi tinggi. Bertindak
sebagai kepala inspektur.

3. Wizarah pada masa Bani Umayyah

Kondisi di Madinah berubah setelah meninggalnya khalifah Ali bin Abi
Thalib. Orang yang menonjol di bidang politik juga pemerintahan ialah
Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dan daripada itu dibentuklah Dinasti Umayyah.
Pada zaman Dinasti Bani Umayyah tidak terjadi pembaruan mendasar yang ada
di pemerintahan terkecuali pada sistem pemerintahan yang mengalami
perubahan dari sistem demokrasi egaliter (syura) menjadi pemerintahan monarki
absolut. Dan sistem suksesi atau suatu proses perubahan pada aspek ekologi dan
lingkungan tidaklah dilaksanakan secara diskresi, melainkan melalui suksesi
atau penunjukan kepala negara sebelumnya.

Saat itu belum dikenal dengan nama Wizarah. Dinasti tersebut hanyalah
meneruskan termasuk juga menyelesaikan lembaga formal yang memang sudah
ada pada zaman Umar. Namun penyelenggara kelembagaan negara disebut
katib, al-Hajib dan diwan. Perdana Menteri tugasnya menyelenggarakan
administrasi negara dengan tertata dan sesuai dan mewujudkan kepentingan
kenegaraan. Saat ini lembaga Al-Katib antara lain Katib Al-Rasail (Sekretaris
Negara), Katib Al-Kharaj (Sekretaris Negara), Katib Al-Jund (Sekretaris
Militer). Al-Hajib (penjaga keraton dan kepala keluarga) tuganya mengatur para
pejabat atau barang siapa yang ingin berjumpa dengan kepala negara, dan
Diwan atau departemen terdiri atas Diwan Al-Rasail (departemen yang

mengurus dokumen-dokumen negara), Diwan Al-Khatim (Departemen
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Pendaftaran yang bertanggung jawab menyalin dan mencatat semua keputusan
kepala negara), Diwan Al-Kharaj (Departemen Pendapatan Kenegaraan), Diwan
Al-Barid (Layanan Pos) dan Diwan Al-Jund (Departemen Pertahanan) yang
bertanggung jawab menjamin keselamatan rakyat.

4. Wizarah pada Masa Bani Abbas

Pada zaman Bani Abbas, Wazir mempunyai status tertentu sebagai
perdana menteri. Yang sangat terkenal sebagai Wazir Tafwidl di zaman Bani
Abbas berasal dari keluarga Al-Bamark. Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkat
Yahya Ibnu Khalid Al-Bamark dan memberikan kepadanya kekuasaan yang luas
didalam pemerintahan. Kemudian Khalifah Al-Rasyid mengeluarkan stempel
khusus (cap kenegaraan). Dan segala masalah negara ada di tangan Yahya.
Sepeninggal  Yahya, kemudian Wazir Tafwidl dijabat putranya Ja'far Al-
Bamarki. Saat itu, ia lebih memiliki kekuatan finansial negara.

Pada zaman pemerintahan Al-Mu’tashim, khalifah tidaklah memiliki
kekuasaan seperti dulu maka Wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal
yang terdiri dari orang-orang Turki. Mereka memiliki kuasa yang sangat kuat
yang berpusat pada pemerintahan Baghdad dan dari itu khalifah hanyalah
digunakan sebagai boneka mainan. Mereka sesuka hati mengangkat dan
menjatuhkan khalifah. Amir Al-Umara atau Sultan yang merupakan gelar bagi
panglima tentara pengawal atau pemimpin pasukan yang mendasari kekuasaan
terhadap Ibu Kota pemerintahan.

Kepala negara terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan oleh mereka
dan tidak bisa bertindak apapun. Akan tetapi terdapat hal unik yaitu pemimpin
pasukan mereka tidak mempunyai keberanian melakukan pengambilalihan
merampas jabatan kepala negara dari pilak keluarga Abbasiyah meski kepala
negara tidak bisa berbuat apa-apa dan tiada mempunyai daya kekuatan.

Meskipun mereka memiliki kesempatan dan kemampuan untuk
melakukannya. Sunni beranggapan terhadap Al-Aimmah Min Quraish (Suku

Quraisy Memerintah Bangsa) jika mereka melakukan kudeta, pasti akan
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menimbulkan kekacauan di kalangan rakyat. Karena itu, mereka lebih aman
beroperasi di belakang layar pemerintahan khalifah. Zaman Bani Abbasiyah,
kata Wizarah digunakan kepada kementerian pemerintahan. Zaman Bani
Abbasiyah, Wizarah menjabat ialah koordinator menteri lain dengan tugas dan
tanggung jawab yang ditentukan

Abu Al-Abbbas Al-Saffah mengangkat Wazir pertama yaitu Abu
Salamah Al-Khallal. Beliau mendelegasikan tugas-tugasnya atas nama kepala
negara. Wewenang dan kekuasaan Abu Salamah begitu luas dan mempunyai
hak melakukan pengangkatan juga termasuk memberhentikan pejabat publik,
bupati (gubernur dan hakim). Pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid, adanya
keluarga Wizarah Al-Barmak yang paling populer. Harun menunjuk Yahya ibn
Khalib Al-Barmaki sebagai Wazir negara dan setelah kematian Yahya, yang
menjadi gantinya adalah Ja’far Al-Barmaki yang merupakan anaknya.

Peran keluarga Abu Salamah dan Al-Bamarki dalam tugas serta
wewenangnya yang besar, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi,
meliputi pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mereka pertimbangkan
untuk mengadakan kontrak dengan pihak lain, memberikan hukum, ijtihad,
administrasi militer dan proklamasi. Singkatnya, Al-Mawardi menegaskan,
seluruh kewenangan kepala negara bisa dijalankan. Selain itu, Wazir Tafwidl
juga mempunyai kewenangan yang terbatas dan wajib melapor kepada kepala
negara dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini dilakukan agar ia tidak bisa sembarangan menjalankan tugasnya.
Sebaliknya, kepala negara berhak menegur bahkan memberhentikan Wazir
Tafwidl jika terbukti menyimpang dari tugasnya. Dari ruang lingkup dan luasnya
wewenang dan tugas Wazir Tafwidl, syarat-syaratnya harus sama dengan syarat-
syarat kepala negara. Wazir Tafwidl harus seorang mujtahid dikarenakan ia
berperan membentuk serta menetapakan aturan hukum berdasarkan ijtihad.
sedangkan Wazir Tanfidz, hanya melaksanakan kebijakan nasional perintah dari

Wazir Tafwidl. Wazir Tanfidz memiliki kekuasaan dalam ruang lingkup yang
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tidak luas seperti yang dimiliki oleh Wazir Tafwidl. Kekuasaannya jauh lebih
kecil dibandingkan Wazir Tafwidl. Namun Wazir Tanfidz selaku pembantu
kepala negara bisa memberi saran juga pendapat kepada pemimpin. Peran Wazir
Tanfidzi hanya sekedar penyambung antar pemimpin dengan rakyatnya. Wazir
Tanfidz adalah orang yang mengalihsuarakan serta melakukan kebijakan politik
yang ditetapkan Pemimpin supaya bisa dimengerti dan diterima oleh seluruh
rakyat.

Dikarenakan keterbatasan kapasitas, bahwa syarat-syarat yang dipenuhi
wajib bersifat dapat terlihat secara langsung. Dia tidaklah perlu memenuhi
syarat untuk menjadi seorang mujtah. Keandalan, kejujuran, tidak materialistis,
diterima masyarakat, ingatan dan kecerdasan yang kuat serta keinginan yang
tidak dapat diubah harus dituntut darinya. Selain itu, Wazirnya juga tidak perlu
dari kalangan islam. Yang beragama selain islam dapat menduduki jabatan ini
jika mempunyai kesempatan. Imam Al-Mawardi mengedepankan prinsip
tanggungjawab serta prediktabilitas saat menunjuk Wazir Tanfidz.

5. Wizarah pada Masa Modern

Di zaman modern, pasca konflik dunia Islam dengan Barat,
pembentukan Wazir atau menteri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
negara. Secara umum, ada dua model pelayanan yang dipraktikkan di dunia
Islam. Yang pertama adalah model presidensial. Dalam model ini, menteri
bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya.
Mereka semua berada pada level yang sama. Seperti ini adalah contoh model
yang saat ini digunakan di Indonesia dan Mesir. Keduanya ialah model
parlementer. Penerapan model ini, pengangkatan menteri melalui partai yang
mendominasi dan berwenang di parlemen. Sebab, pemerintah bertanggungjawab
terhadap DPR, bukan presiden. Selain dari itu, salah satunya menjabat sebagai
perdana menteri yang mengoordinasikan seluruh menteri. Malaysia dan Pakistan

ialah negara contoh negara berbasis Islam yang menggunakan model ini. Pada
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masa demokrasi liberal pada tahun 1950, Indonesia juga mengadopsi model ini.

Sistem ini, Presiden berperan hanya menjadi lambang. %

C. Macam-macam Wizarah

Wizarah ialah termasuk bagian didalam ketatanegaraan yang menunjang
tugas pemimpin. Sementara itu, Wazir ialah orang yang dapat meringankan
tugas-tugas negara. Sebelumnya, pada masa Bani Abbas, kementerian sudah ada,
tetapi belum berbentuk kelembagaan. Semasa Nabi, beliau dibantu dalam
pekerjaan kenegaraannya oleh Abu Bakar, sedangkan semasa Abu Bakar
dibantu oleh Umar. Di zaman Dinasti Umayyah, Wazir hanyalah berperan
menjadi pemberani penasehat. Lembaga Wazir mendapat pengaruh kebudayaan
Persia pada masa Bani Abbas. Pada pemerintahan Al-Shaffah, Wazir Pilihannya
ialah Abu Salamah Al-Khallal Ibnu Sulaiman Al-Hamadzani. Wazir ini
berfungsi menjadi tangan kanan kepala negara, ia mengurusi masalah negara
atas nama khalifah. la berhak mengangkat dan memberhentikan pejabat publik,
kepala negara bahkan hakim. Wazir juga berperan dalam mengkoordinasikan
departemen (Diwan) seperti Departemen Pajak (Diwan Al-Kharaj), Departemen
Pertanahan (Diwan Al-Jaisy) dan Kementerian Keuangan (Diwan Bait Al-Mal).
Kepala departemen (Shahib Al-Diwan) kadang-kadang disebut Wazir. Namun
mereka tetap patuh dan dalam pengawasan Wazir koordinator. Semua
departemen yang dipimpin oleh setiap Wazir membentuk kabinet pemerintahan
Bani  Abbasi dengan istilah Diwan Al-Aziz. Imam Al-Mawardi
menggelompokkan Wazir yaitu dua bagian, pertama adalah Wazir Tafwidl
mempunyai kewenangan yang besar untuk menetapkan di setiap semua
kebijakan negara. Wazir Tafwidl juga sebagai koordinator kepala departemen.

Dapat dikatakan Wazir ini adalah Perdana Menteri. Atas dasar luasnya

ZNur Lailatul Musyafa’ah, Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam,
Jurnal Hukum/Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2010, him. 230-239.
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kewenangan Wazir Tafwidl itu, jadi orang yang bisa mempunyai jabatan itu
adalah orang yang dapat dipercaya oleh kepala negara. Kedua, Mu awin at-
Tanfiz (juga dikenali Wazir at-Tanfiz atau Wuzara’ at-Tanfiz) dengan kata lain
yaitu Wazir Tanfidz tugasnya ialah melaksanakan amalan-amalan yang telah
ditetapkan oleh Wazir Tafwidl. Dia tidak mempunyai hak untuk menentukan
kebijaksanaannya dari diri sendiri.

Perbedaan diantara kedua Wazir ini dengan kewenangan kepala negara
ialah sebagai berikut:
a) Kepala negara dapat mengangkat orang baru sebagai untuk menggantikannya,
sebagaimana dalam hal pengangkatan Abu Bakar Umar, Wazir Tafwidl tidak
bisa melakukan hal seperti itu.
b) Kepala negara dapat memberikan jabatan langsung kepada rakyat, Wazir
Tafwidl tidak bisa.
c) Kepala Negara dapat memberhentikan orang yang diangkat oleh Tafwidl
Wazir dan Tafwidl Wazir tidak dapat memberhentikan orang yang diangkat oleh
Imam.

Wazir Tafwidl diartikan sebagail orang yang dimintai pertolongan oleh
Imam dan bertugas menyelenggarakan dan mengurus pemerintahan menurut
pendapat dan ijtihad dirinya. Maka dari itu, syarat menjadi Wazir Tafwidl sama
seperti seorang kepala negara, hanya saja menurut Al-Mawardi suku Quraisy
tidak menjadi syarat Wazir Tafwidl. Meskipun Wazir Tanfidz lebih paling
terbawah kedudukannya dibandingkan Wazir Tafwidl, karena ia menjalankan
apa yang diperintahkan Imam, namun ia sebagai mediator antara kepala negara
dan rakyat. Wazir Tanfidzi tidak memiliki kekuasaan penuh karena sebatas
melaksanakan instruksi dari pemimpin yang tugasnya memberitahu masalah-
masalah yang timbul kepada pemimpin dan menjalankan perintah pemimpin.

Buku karya dari Dr. Wahba Zuhaili yaitu Figh Al-Islam Wa Adillatuhu
menjelaskan Wazir Tanfidz harus memiliki beberapa syarat, yaitu dapat

dipercaya, jujur, tidak serakah, baik hati, memiliki ingatan yang kuat dan bukan
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orang yang suka nafsu. Seorang Wazir dapat melakukan apa yang benar dan
menolak apa yang salah. Saat ini, menteri termasuk dalam lembaga eksekutif
yang meliputi Presiden, menteri, seluruh pegawai kementerian. Presiden
merupakan yang menghubungkan antar tiga cabang pemerintahan diantaranya
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kepala negara lah yang mempunyai semua
pekerjaan juga wewenang eksekutif dan yang bertanggung jawab atas
kebijakannya sebelum diadakan rapat konsultatif, yang melaluinya dia juga
mengalihkan tanggung jawab kepada rakyat. Namun menteri tidak lain hanyalah
pembantu administrasi yang diangkat atas kebijaksanaan kepala negara, yang
bertanggung jawab penuh kepadanya. Dalam sejarah, Rasulullah SAW
menguatkan anggapan bahwasanya tidak pernah menggunakan kata Wazir
terkecuali sebagai orang yang membantu kepala negara dalam melaksanakan
pekerjaannya.



BAB TIGA
KONSEP KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN
RELEVANSINYA DENGAN TEORI WIZARAH TAFWIDL
IMAM AL-MAWARDI

A. Biografi Imam Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Hasan Ali bin
Muhammad Al-Mawardi yang lahir pada tahun 370 H. Al-Mawardi hidup pada
masa Bani Abbasiyah. Pada masa itu terdiri dari dua pemerintahan Khalifah
yaitu Al-Qadir Billah pada tahun 381 H sampai tahun 422 H dan juga Al-
Qa’imu Billah di tahun 422 H sampai 467 H. Al-Mawardi menempuh
pendidikan di Basrah dan Baghdad selama dua tahun. la menjabat sebagai
Hakim diantara beberapa kota.

Al-Mawardi tinggal di Baghdad di Jalan Az-Za’faran. Beliau merupakan
pakar Figh mengikuti Mazhab Imam Syafi’l dan berpendirian teguh atas
Mazhab dan pakar didalamnya. Diberi nama Al-Mawardi karena ia merupakan
orang yang cerdas dan pandai dalam berorientasi, dalam bidang debat,
berargumentasi dan mempunyai analisis yang tajam terhadap pemecahan
masalah yang dihadapi.

Al-Mawardi merupakan pemikir Islam yang sangat terkenal semasa
hidupnya. Pada saat itu, ilmu pengetahun yang dikembangkan oleh umat Islam
berada dititik kejayaan. Al-Mawardi terkenal menjadi tokoh terbaik Madzhab
Syafi’i dan merupakan pejabat tinggi yang memberi pengaruh besar kepada
Dinasti Abbasiyah. Bukan hanya sebagai pemikir Islam pada bidang Figh, ahli
sastra, politik, tokoh terbaik, beliau juga terkenal sebagai juru tulis yang sangat
kreatif.

Adapun hasil karya-karya tulis dari Al-Mawardi seperti buku al-Ahkamu
as-Sulthaniyyah, Siyasatu al-Wizarati wa Siyasatu al-Maliki, Tashilu an-
Nadzari wa Ta’jilu adz-Dzafari fi Akhlagi al-Maliki wa Siyasatu al-Maliki,

Siyasatu al-Maliki, dan Nashihatu al-Muluk. Al-Mawardi wafat pada Rabiul
29
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Awwal 450 H dalam usia 86 tahun.?* Bukan hanya memiliki karya tulis seperti
buku Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, tetapi ada juga diantaranya karya beliau
mengenai politik Islam seperti Qawanin Al-Wizarah yaitu ketentuan-ketentuan
Kewaziran atau Kementerian, Siyasah al-Mulk yaitu Strategi Kepemimpinan
Raja, Adab ad-Dunya wa ad-Din yaitu Tata Krama Kehidupan Politik/Duniawi
danAgamawi, Kitab al-Hawi vyaitu yang Terhimpun, dan al-Igna’ yaitu
Keikhlasan.?®

Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani
Buwaih. la dijadikan sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang
tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai
mediator, dan menerima seluruh keputusannya. Adapun murid-murid Al-
Mawardi ialah Imam besar yaitu Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-
Khatib Al-Baghdadi dan Abu Al-1zzi Ahmad bin Kadasy. %

Selain merupakan pakar ilmuwan, Al-Mawardi juga tokoh cendikiawan
muslim yang tidak hanya menganut pada satu mazhab pemikiran yang sedang
berkembang karena mazhab pemikiran itu kemungkinan terdapat kekurangan
atau terdapat pertentangan dari hasil ide pikiran pribadi beliau. Dalam hal
bebasnya dalam berintelektual, sehingga Al-Mawardi terdorong kedalam
bagian-bagian hal yang beda dengan hasil pikiran-pikiran Sunni yang lainnya,
yang kurang memiliki prinsip dalam menganut prinsip mazhab yang dianut.

Maka dari itu, adanya kesamaan dari banyaknya hasil pemikiran
keagamaan dari Al-Mawardi dengan hasil pemikiran Mu’tazilah. Contohnya
seperti Mu’tazilah berpendapat bahwa Tuhan yang telah memberi kemerdekaan
dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan keinginan dan perbuatan,

karena kehendak Tuhan bersifat mutlak dan Tuhanlah yang maha adil,

2Fenolia Intan Saputri, Moch. Choirul Rizal, Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam
Al-Mawardi, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 1, No. 1, 2022, him 18-19

25Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, pemikiran politik Islam Imam Al-Mawardi dan
relevansinya di Indonesia, Vol 2, 2017, him 486-487
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menghendaki janji-Nya terhadap semua hambanya dan Tuhanlah pemberi
rezeki. Walaupun Al-Mawardi bukanlah pengikut dari Mu tazilah akan tetapi
pemikiran Mu 'tazilah sangatlah berpengaruh besar. Antara dua aliran pemikiran
Sunni dan Mu’tazilah yang telah membentuk pemikiran keagaaman Al-

Mawardi. 2’

B. Konsep Wizarah Tafwidl Menurut Al-Mawardi

Pengertian Wizarah (kementerian) ialah yang mengemukakannya ialah
oleh seseorang pemikir Islam yaitu Imam Al-Mawardi. Beliau bernama lengkap
ialah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi (364-450
H/974-1058 M). la merupakan salah satu pemikir Dinasti Abbasiyah.
Khususnya Massifah Qadir Billah (381-423 H/991-1031 M). Wizarah
merupakan bagian negara yang dapat memperlancar pekerjaan dari pemimpin.
Orang yang membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya disebut Wazir.
Di zaman Bani Abbas, kementerian sudah ada tetapi tidak berdiri. Karena
dipengaruh budaya Persia, Wazir terlembagakan pada masa Abbasiyah. Pada
masa pemerintahan Al-Saffah, yang menjadi Wazir ialah Abu Salamah Al-
Khallal bin Sulaiman Al-Hamadzani. Wazir adalah orang kepercayaan khalifah.
Dia mengatur masalah kenegaraan atas nama khalifah. la mempunyai kekuasaan
untuk mengangkat dan memecat pegawal pemerintah, pemimpin daerah,
termasuk hakim. Peran Wazir termasuk dalam pengaturan komposisi
departemen (Diwan) seperti departemen perpajakan (Diwan Al-Kharaj),
departemen pertahanan (Diwan Al-Jaisy) dan departemen keuangan. Menurut
Imam Al-Mawardi, Wazir ialah orang yang diangkat oleh khalifah untuk
membantunya melaksanakan pemerintahan. Mengingat ruang lingkup dan
tanggungjawab kepala negara maka perlunya seorang yang membantu

memperlancar pekerjaaan kepala negara. Maka tugas kepala negara menjadi

27 Rashda Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, Jurnal Tsaqafah
Vol. 13, No. 1, 2017, him. 162-163
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lebih berkurang. Kepala negara menyerahkan pekerjaannya kepada Wazir yang
terlembaga disebut Wizarah. Pengangkatan Wazir sesauai kapasitas dan
kemampuan. Agar tugas-tugas yang dilimpahkan khalifah kepada Wazir
terlaksana dengan baik.

Imam Al-Mawardi membagi konsep Wazir menjadi dua bagian, yaitu:
Pertama, Wazir Tafwidl adalah menteri yang diangkat oleh khalifah yang
mempunyai kekuasaan besar. Tafwidl Wazir dapat melakukan ijtihad sesuai
kemampuannya tanpa berkonsultasi dengan khalifah. Karena luasnya
kewenangan Wazir Tafwidl, Imam Al-Mawardi memberikan kriteria
berdasarkan surat-Nabi Muhammad. Wazir Tafwidl ini harus memiliki
keterampilan pena dan pedang untuk dapat bekerja sama. Dalam hal ini baik
kompetensi administratif maupun perang, karena keduanya merupakan kekuatan
negara. Kedua, Wazir Tanfidz berbeda dengan Wazir Tafwidl yang mempunyai
kewenangan luas. Kekuasaan Wazir Tanfidzi terbatas. Wazir Tanfidz hanya
dapat bertindak sesuai perintah khalifah. la tidak diperbolehkan melakukan
ijtihad seperti Wazir Tafwidh. Wazir Tanfidzi juga bisa dianggap sebagai
penyambung lidah khalifah dan umatnya. Persyaratan seorang Wazir Tanfidz
tidak seketat persyaratan seorang Wazir Tafwidl.

Konsep kenegaraan di Indonesia adalah kenegaraan menggunakan sistem
pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan yaitu republik, dimana kepala
negara memimpin langsung pemerintahan, dalam pemerintahan ini seluruh
pemerintahan bertanggungjawab penuh kepada presiden. Itulah sebabnya
konsep pelayanan digunakan di Indonesia. Konsep kementerian Indonesia
sebetulnya adalah konsep yang juga pernah digunakan oleh para khalifah Islam
di masa lalu, yaitu pada masa Kekhalifahan Abbasiyah yang diperkenalkan
sekitar tahun 400 H.

Pada masa Abbasiyah, para Raja non-arab mengambil kekuasaan dari
sehingga hilangnya nama kekhalifahan. Para raja yang mengambil alih

kekuasaan belum terniat dalam pengambilan nama gelar khalifah karena mereka
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merasa terhina dalam mempergunakan gelar seperti dengan Wazir karena
sebutan itu hanya bagi para pelayan mereka.

Gologan mereka mempunyai istilah yaitu Amir Al-Umara dan Sultan
yang diberi julukan kepada penguasa dinasti dan ditambahkan lagi dengan
sebutan yang bersifat ornamental atau hiasan pemberian Khalifah. Para Raja-
raja pengambil kekuasaan tersebut membiarkan sebutan Wazir kepada orang-
orang pemegang jabatan dalam rombongan pribadi khalifah. Dan pada saat itu
terus berlangsung sampai Daulah Bani Abbas berakhir. 28

Menurut sejarah Islam, kementerian dan peradaban ialah jabatan
terpenting yang memberi banyaknya tambahan terhadap kekuatan serta
pengokohan Pemerintahan Islam. Pada saat masa Khalifah beserta
kepemerintahannya mengalami masalah yang besar, dan untuk mengatasi
masalah tersebut, para menteri memberi pengorbanannya dan memberi
kekuatan yang tetap kokoh dan tidak melakukan perebutan kekuasaan terhadap
kelembagaan Khalifah yang sangat mengalami keruntuhan.

Jabatan Wazir sudahlah dikenal mulai sejak pada zaman Rasulullah Saw
terdahulu. Dalam sejarah Rasulullah sebagaimana kita ketahui, pada masa itu
Abu Bakar termasuk Umar dinobatkan menjadi Rasulullah. Ketika Nabi
meninggal, seluruh orang Islam menjadikan Abu Bakar menjadi kepala negara
dan beliau mengangkat Umar menjadi Wazir. Dan setelah itu Usman Bin Affan
dan Ali Bin Abi Thalib melanjutkan.

Wizarah ialah jabatan tertinggi di zaman Dinasti Umayyah termasuk
diantara seluruh dinasti. Wazir memiliki hak-hak mulai dari pengawasan secara
umum dari masalah yang sedang terjadi dan juga mempunyai hak dalam
mengawasi urusan militer. Dan selanjutnya ketika Dinasti Abbasiyah, mulai

berkembang nya kedaulatan. Seluruh pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Wazir

ZMujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam, (Jakarta, 2007) him. 313-314.
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ialah orang yang beri kepercayaan dalam pengawasan mengenai ketata bukuan.
Dan seluruh orang-orang muslim haruslah tunduk kepadanya.

Pada zaman Abbasiyah, Wazir telah menguasai kekuasaanya yang sangat
besar, contohnya kekuasaan Khalifah, dalam urusan pengangkatan dan
pemberhentian para pejabatnya, memiliki hak terhadap pengawasan keadilan,
serta urusan lainnya. Dan setelah itu, mulai muncullah Dinasti Turki di Mesir.
Seluruh raja turki mencela Wazir dikarenakan hilangnya identitas sebagai Wazir
yang dilakukan oleh para Amir terhadapnya. Dan Amir lah yang menguasai
kedudukan dalam menggantikan Wizarah. Dan pada pemerintahan Daulah Turki
Wazir, tugasnya ialah dalam pengumpulan segala macam perpajakan tanah,
beacukai serta perpajakan dalam mendapatkan hak-hak pemilihan.

Pertama sekali, Wazir diterapkan Khalifah Mu’awiyah Bin Abi Sufyan.
Fungsi dari Wazir adalah orang yang mendampingi kekhalifahan, mempunyai
wewenang dalam mengganti posisi Khalifah dari dari menjalankan beban serta
tanggungjawab dari Khalifah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya
setiap hari.

Ketika Khalifah sedang tidak bisa melakukan tugasnya, maka Wazir lah
yang harus turun tangan dalam menjalankan roda pemerintahan karena
khalifahlah mempunyai kekuasaan yang besar atas segalanya dan memiliki
wewenang yang absolut atau tidak terbatas. Adapun syarat- syarat yang harus
dimiliki seorang Wazir ialah harus memiliki kecerdasan, kecakapan, mempunyai
keterampilan, dipercayakan saat diberi amanah, dan memiliki tekad yang besar
dalam bekerja keras demi mencapai tujuan.

Dalam buku Al-Sulthaniyah karya dari Imam Al-Mawardi, menjelaskan
bahwa “Segala sesuatu yang dilimpahkan kepada seorang pemimpin, seperti
mengurus kepentingan rakyat, tidak dapat ia lakukan sendiri, kecuali ia sendiri
yang menduduki jabatan tersebut atau meminta bantuan orang lain.
Mendelegasikan wewenang kepada menteri yang membantunya dalam mengatur

dan mengurus kepentingan umum lebih efektif dalam penerapannya
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dibandingkan hanya menunjukkan keahliannya saja. Cara ini mencegah
tergelincir dan rusak dengan lebih efektif, dan meminta bantuan orang lain
menjamin keamanan kepercayaan.”.

Ketika pemerintahan Al-Mu’tashim, kekuasaan Khalifah sudah mulai
memudar, mulai dari perubahan yaitu fungsi Wazir dijadikan tentara pengawal
yang berasal dari orang Turki. Mereka memiliki kekuasaan sangatlah kuat yang
berpusat pada pemerintahan Bagdad hingga mereka memperlakukan Khalifah
layaknya bagaikan boneka. Khalifah diangkat dan dijatuhkan begitu saja sesuka
hati oleh mereka. Panglima tentara pengawal yang bergelarkan Amir Al-Umara
dengan kata lain yaitu sultan yang mempunyai kekuasaan di ibu kota
pemerintahan. khalifah terpaksa harus mengikuti perintah dari penguasa tersebut
dan tidak bisa melakukan apapun.

Akan tetapi hal yang unik dari cerita bersejarah ini ialah, para Panglima
tidak memberanikan melakukan perebutan kekuasaan Khalifah dari Abbasiyah,
walaupun Khalifah tidak memiliki kekuatan dan berada dititik kelemahan yang
paling rendah. Pada saat itulah sebenarnya, mereka bisa berkuasa dalam
mencapai semua yang diinginkan. Menurut pandangan Sunni mengenai Al-
Aimmah min Quraisy (Suku Quraisy yang memegang dalam memimpin umat)
tetap berpendirian berdasar prinsip.. Mereka bukanlah golongan dari kaum
muslimin bila menjadi Khalifah karena bukanlah golongan dari Quraisy. Bila
mereka melakukan perebutan kekuasaan, tentunya akan menimbulkan
kekacauan dimasyarakat. Maka dari itu, mereka lebih merasa nyaman berperan
dibelakang layar mengawasi Khalifah. 2°

Mengenai asal usul kata Wizarah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa
terdapat tiga pendapat secara kebahasaan, diantaranya: a) Wizarah diambil dari

kata Al-wizru yang artinya Al-Tsugl (beban), yaitu mempunyai pekerjaan yang

29 Yustiana, Skripsi: Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan
Relevansinya terhadap sistem Pemerintahan Kontemporer, (Lampung: Universitas Islam Negeri
Raden Intan,2018)
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diberikan kepadanya oleh seorang pemimpin. b) Wizarah diambil dari kata Al-
Wazar yang artinya Al-maja’ (tempat kembali) yang diungkapkan dalam istilah
Al-Quran yaitu “tidak pernah”. Pada hari kiamat tidak akan ada tempat kembali
(perlindungan). Oleh karena itu, kepala negara memerlukan hasil pikiran dan
saran Wazir menjadi wadah kembalinya dalam penentuan dan menetapkan
kebijakan kenegaraan. Istilah Al-Asru yang berarti Al-zhuhr (Kembali) sebagai
pemimpin mendapat kekuatan, dukungan dari Wazir sebagai badan yang
menopang kepala negara.

Berdasarkan peranan dan tanggungjawab Wazir merupakan tolok ukur
untuk melaksanaan tugas seorang pemimpin, serta badan yang kuat dan adil
karena adanya pendukung. Wazir ialah pembantu seorang pemimpin dalam
melaksanakan tugas-tugasnya. Karena didasari kepala negara tidak bisa
menyelesaikan semua masalah-masalah politik dan pemerintahan tanpa dibantu
orang-orang yang dapat dipercaya yang memiliki keahlian di bidangnya.
Seorang pemimpin memerlukan tenaga kerja dan kecerdasan Wazir agar
permasalahan negara dapat terselesaikan. Wazir juga seharusnya mendukung
kepala negara dalam urusan pemerintahan.*

Wazir Tafwidl *(dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat
oleh Imam untuk melaksanakan tugas-tugas menteri berdasar atas pendapat dan
ijtihadnya sendiri. Penunjukan menteri dalam membantu Imam menangani
semua persoalan umat itu lebih efektif daripada ia menenaganinya sendirian
karena dengan menteri, ia bisa menjaga dirinya, ia terjaga dari penyimpangan
dan terlindungi dari kesalahan.

Menurut Al-Mawardi mengatakan tata cara pengangkatan Wazir yang
sah harus memenuhi dua cakupan hal penting yaitu kekuasaan dan otoritas

penuh. Apabila pengangkatan itu hanya memuat kekuasaan penuh tanpa

% Nur Lailatul Musyafa’ah, Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam,
Jurnal Hukum/Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2010, him. 227-230.
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kekuasaan, maka pengangkatan itu hanya bertujuan untuk mengangkat
pengganti kepala negara, tetapi tidak untuk mengangkat seorang Wazir. Dan
sebalik nya jika suatu pengangkatan hanya terdiri hanya memberi mandat tanpa
adanya pemberian kewenangan secara sepenuhnya maka pengangkatan itu
masih dianggap tidak terdapat kejelasan, tidak dapat dipastikan apakah bersifat
umum atau khusus dan hal tersebut tidak diketahui apakah pelaksanaan tersebut
pengangkatan Wazir Tafwidl atau pengangkatan Wazir Tanfidz.

Maka dari pelaksanaan seperti itulah tidak dapat di sahkan. Bila didalam
pengangkatan sudah memenuhi dua syarat yang sudah ditetapkan maka baru
disahkan dan mencapai kesempurnaan.

Pernyataan yang memuat dua hakikat itu bisa dilaksanakan dengan dua
cara, yaitu pertama menggunakan hak kontrak yang terkhusus, seperti kepala
negara berkata: “Saya menunjuk Anda menjadi wakil saya untuk menunaikan
tugas kepemimpinan saya”. Pengangkatan inilah yang disahkan dikarenakan
termasuk cakupan penyerahan kewenangan secara sepenuhnya serta tugas yang
dilimpahkan. Tapi jikalau Imam berucap “Bantu lah aku didalam melaksanakan
tugas-tugas dari pemimpin.”

Hukum keabsahan pengangkatan dibagi 2 yang pertama adalah
pengangkatan dikatakan sah dikarenakan telah memenuhi keduanya yaitu
pemberian kewenangan dan pemberian tugas dan yang kedua pengangkatan
yang tidak disahkan yaitu pernyataan yang berbentuk perizinan yang masih
memperlukan akad sementara pemberian izin didalam aturan hukum akad tidak
akan secara langsung bahwa akad itulah dapat disahkan. Beda halnya, Khalifah
mengatakan “Aku melantik mu untuk membantu melaksanakan pekerjaan ku,”
pegangkatan inilah dikatakan sah dikarenakan selain berupa pemberian
perizinan, juga didalamnya terdapat nyatanya sebuah akad.

Akan tetapi, apabila Khalifah mengatakan,” Perhatikan pekerjaan-
pekerjaan ku”, kalimat ini dikatakan tidak sah dikarenakan mempunyai sifat

multitafsir atau banyak makna dari pemahaman lainnya. Terdapat kekeliruan
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yaitu maksud dari pernyataan tersebut berbentuk harus memperhatikan,
memikirkan, serta juga melaksanakan. Suatu akad yang dilakukan terdapat
pernyataannya bersifat multitafsir maka tidak bisa dikatakan sah.

Kedua, dengan penyebutan jabatan yang dimaksudkan, seperti, Imam
mengatakan “Saya menunjuk Anda Wazir (asisten khalifah) dan memberi Anda
tanggung jawab.” Tatacara pengangkatan Wazir seperti inilah yang dikatakan
sah karena pernyataannya termasuk cakupan memberikan kewenangan
sepenuhnya kepada Wazir yang tergambar didalam perkataan Imam. Karena
kewenangan Wazir sangatlah besar. Imam sudah memberi mandatnya kepada
Wazir didalam perkataannya “Mempercayakan tugas ku kepada mu”. Kalimat
inilah bahwa Wazir bukan mendapatkan jabatan sebagai Wazir Tanfidz atau
pembantu Imam dibidang administrasi, akan tetapi menduduki jabatan sebagai
Wazir Tafwidl atau sebagai pembantu Imam dibidang Pemerintahan.

Terdapat perbedaan-perbedaan antar Imam dan Wazir Tafwidl yaitu
pertama, Wazir haruslah  memberi laporan kepada Imam mengenai
kebijakannnya yang telah diambil dan yang sudah diimplementasikan. Dan
kedua, Imam mempunyai hak mengkaji pelaksanaan kebijakan dan segala tugas
Wazir yang bertujuan memperkuat kebenaran serta memperbaiki yang tidak
disesuaikan apa yang diperintahkan Imam.

Hal penting yang berhak dilaksanakan oleh seorang pemimpin tetapi bisa
dilakukan oleh Wazir Tafwidl adalah pertama, hanyalah Imam yang mempunyai
hak dalam memilih calon penggantinya. Kedua, Imam mempunyai hak
memohon kepada rakyat agar dapat terbebas dari pengunduran diri. Dan terakhir
Imam mempunyai hak melakukan pemecatan kepada pejabat yang diangkatnya
menjadi Wazir, sebaliknya Wazir tidak mempunyai hak untuk melakukan

pemecatan yang telah di angkat oleh Imam. 32

32 Nur Alfiyan, Skripsi: Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan
Wazir menurut Imam Al-Mawardi, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018),
hlm 65-70.
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Dalam kajian Muamalah, seorang kepala negara (Al-Aimmah) selalu
diharapkan kehadirannya ketika dibutuhkan untuk semua kepentingan dan
keperluan rakyat. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa “diangkatnya seorang
pemimpin ialah melaksanakan tugas bersama-sama demi mempertahankan
agama (Harasat Al-Din) serta mengatur urusan duniawi (Siyasat Al-Dunya).

Kepala negara mengurus bangsanya untuk memperlancar peralihan
kekuasaan, karena tidak mungkin seorang kepala negara mengurus sendiri
segala urusan kehidupan manusia. Dari pemikiran inilah muncul badan-badan
kenegaraan, seperti eksekutif (Wizarat, Imarat), lembaga yudikatif (Qudhat) dan
badan lainnya yang ada pada era teokrasi, yaitu era dimana hukum yang
dipenuhi adalah hukum Tuhan, meyakini bahwa Tuhan memberikan perintah
langsung kepada negara, bahwa pemerintahan dikendalikan oleh ulama dan
organisasi bidang keagamaan dan otokrasi, yaitu lembaga-lembaga yang
membantu kepala negara.

Al-Mawardi mengemukakan tiga asal usul kata Wizarah. Pertama,
Wizarah berasal dari kata Al-Wizar yang berarti At-Tsugl (beban), karena Wazir
menjalankan tugas yang diberikan kepala negara kepadanya. Kedua, Wizarah
diambil dari kata Al-Wazar yang artinya Al-Malja (tempat kembali). Tidak akan
ada kembali (keselamatan) pada hari kiamat. Dinamakan demikian karena
kepala negara memerlukan hasil pemikiran atau gagasan serta pendapat Wazir
sebagai wadah kembali menentukan dan memutuskan kebijakan dan strategi
perencanaan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh negara. Ketiga,
Wizarah dari kata Al-Azr yang artinya Al-Zhur (kembali).

Hal ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab Wazir yang menjadi
tulang punggung pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya
tubuh menjadi kuat dan tegak karena ditopang oleh tulang punggung. Wazir
adalah pembantu kepala negara (raja atau khalifan) dalam melaksanakan
tugasnya. Pasalnya, kepala negara sendiri tidak bisa menangani segala urusan

politik dan pemerintahan tanpa orang-orang dan ahli yang handal di bidangnya.
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Oleh karena itu kepala negara memerlukan bantuan tenaga dan pemikiran para
Wazir agar beberapa permasalahan serius kenegaraan dapat dilimpahkan kepada
Wazir, dengan kata lain Wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam
pemerintahan.*

Wazir Tafwidl diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan
melantik hakim. Demikian itu sama seperti halnya kebolehan Imam melakukan
hal itu sebab syarat-syarat untuk memutuskan hukum sudah terpenuhl pada
dirinya. Wazir Tafwidl juga diperbolehkan mengomandani perang dan melantik
seseorang untuk menajdi panglima perang. Pasalnya, syarat-syarat peperangan
sudah ia miliki. Wazir Tafwidl juga diperbolehkan terjun langsung menangani
segala urusan ‘yang direncanakannya dan menugaskan orang lain untuk
menanganinya. Demikian itu karena syara-syarat untuk mengajukan pendapat
dan melakukan tindakan sudah ia miliki. Penyerahan mandat Imam kepada
Wazir Tafwidl membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika
Imam tidak menyetujui tindakan Wazir Tafwidl, padahal Wazir Tafwdil telah
memutuskan hukum sesuai dengan aturannya atau menggunakan harta sesuai
pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan
olen Wazir-nya tersebut. Begitu juga ia tidak boleh meminta Wazir Tafwidl
untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya
tersebut. 34

Cakupan terpenting menteri menurut Al-Mawardi terdiri beberapa

cakupan yaitu diantaranya:

33 Masyrofah, Gilang Rizki Aji Putra, Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah
dan Kedudukan Wazir, Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 3, 2022, him.
45-51.

34K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A., Buku Imam Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah Sistem
Pemerintahan Khilafah Islam, cet. 27, Qisthi Press, (Jakarta, 2016), him. 50-51.
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Pertama, Al-Mawardi mengemukakan bahwa badan kementerian
diperlukan dalam sistem khilafah, karena kepala negara tidak dapat menjalankan
tugasnya seorang diri, sehingga harus dibantu oleh orang yang amanah dan
diserahi amanah. Yakni para Wazir yang mengukuhkan kekuasaan dan
kedudukan strategisnya menyukai “pedang dan pena”. Tujuan pengangkatan
menteri adalah untuk membantu kepala negara dalam penguatan agama dan
hukum. Para menteri harus menerapkan visi dan misi yang komprehensif untuk
mencapai keadilan dan keharmonisan serta menghindari kesewenang-wenangan
dan kekacauan.

Kedua, secara teori menteri merupakan suatu jabatan yang berat atas
tanggung jawab yang diembannya (Wizr/Tsaqgl) jadi tumpuan kekuasaan
pemimpin (Azr/Dzahr), dan menjadi pihak yang dimintai pertimbangan kepala
negara (Wazr/Malja). Kementerian dibagi menjadi dua macam bentuk lembaga,
yaitu (a) Wizarah Al-Tafwidh (perdana menteri atau menteri koordinator)
fungsinya sebagai penyelenggara (Al-Qalm) dan pertahanan (Al-Difa). Dia
memiliki seluruh kewenangan kepala negara, terkecuali pengangkatan putra
mahkota, (b) Wizarat Al-Tanfid (Menteri- Teknis/Departemen) mempunyai
bidang tugas tertentu dalam urusan ketertiban dan kedamaian masyarakat.
Kepala negara perlu mengangkat para menteri teknis untuk merealisasikan
kesejahteraan masyarakat karena jika pemimpin meninjau masyarakat dalam
keadaan menghadapi kesusahan dan menderita maka dari itu ia lebih memilih
untuk mati.

Ketiga, fungsi menteri ialah garda terdepan dalam untuk bidang
pertahanan (Al-Difa) bagi kepala negara, pertahanan kenegaraan, pertahanan
kelembagaan.

Keempat, layanan kelembagaan (Al-lgdam). Badan-badan Kementerian
secara umum dikelompokkan dalam dua fungsi: (a) memproduksi barang-barang
kepentingan umum dan (b) mencegah bahaya dan menghindari diri dari segala

macam bentuk yang bisa mengancam atau menimbulkan bencana. Kelima,
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membentuk lembaga kementerian yang terpadu (Al-hidr) untuk menghindari
kebencian terhadap kekuasaan sewenang-wenang. Al-Mawardi menceritakan
empat jenis konteks totalitas, yaitu: a) Konteks ketuhanan. Persatuan harus
dilandasi ajaran moral dan teologis, mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi
lidah-Nya. b) Konteks kekuasaan. Menurut Al-Mawardi, integritas menteri
harus dibangun atas dasar keikhlasan masing-masing.

Yang dimaksud dengan kesungguhan hati ialah menteri di tuntut
meringankan tugas kepala negara dengan kesungguhan diri maka dari itu juga
menjaga kehati-hatian secara individu untuk terhindarnya dari kesewenang-
wenangan yang diberikan kepala negara saat itu kepada dirinya. Menurut Al-
Mawardi, terdapat hal-hal yang belum pasti terbagi menjadi tiga yaitu politik,
lautan, dan  perubahan zaman. Dan bagian terakhir adalah c) konteks
kepribadian. Perpaduan pribadi seorang menteri menciptakan sikap kedisiplinan,
kecerdasan, ketegasan dan menjauhi kegiatan yang merendahkan martabat
seperti korupsi dan penipuan. Menjadi orang yang membantu kepala negara,
menteri haruslah disiplin menjunjung tinggi harkat dan martabat atasannya
dalam empat hal, yaitu ketatanegaraan, pertahanan militer, pengelolaan barang
milik negara, dan perlindungan masyarakat. Bahkan sebagai individu, menteri
harus bijak dalam empat bidang, yaitu menyusun taktik dan strategi,
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menyelesaikan masalah, serta
mengatur dan mengawasi bawahan.

Sebagai penjaga  kekuatan integritas,menteri-menteri  haruslah
mempunyai ketegasan pada empat hal yaitu, menjaga kesatuan kenegaraan,
mempersatukan wilayah kesultanan, mempersiapkan pasukan perang dan
menaati peraturan. d) Situasi dan keadaan. Integritas menteri dan lembaga yang
dipimpinnya harus dilandasi oleh visi masa depan untuk menjawab tantangan
dinamika politik dan perubahan zaman. Keenam, peliharalah kesetiaan Al-
Taglid dan bersiaplah jika Al-'Azal memecat Anda atau mengubah Anda lagi.

Al-Mawardi mengatakan, loyalitas menteri kepada kepala negara harus
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ditempatkan dalam dua (dua) konteks berbeda. Keduanya adalah Taglid Taqriry
(taat terhadap petunjuk kepala negara) dan Taglid Tadbiry (taat dalam
penyelenggaraan negara). Menurut Al-Mawardi, “mengikuti petunjuk kepala
negara’ berarti menteri harus mengikuti perintah atasannya.

Apabila instruksi kepala negara masih bersifat umum, menteri harus
mengambil kebijaksanaan yang tidak bertolak belakang dengan instruksi atasan.
Apabila instruksi kepala negara memerlukan peralatan paling khas, maka
menteri wajib patuh supaya instruksi atasan dapat berjalan dengan baik. Yang
dimaksud dengan “taat ketatanegaraan” adalah menteri harus bertanggung jawab
penuh kepada kepala negara atas pengelolaan sumber daya keuangan negara dan
penyelenggaraan militer sebagai alat negara.

Sementara itu, menurut Al-Mawardi, kepala negara bisa menangani
tuduhan dan pemberhentian menteri, karena menyangkut hak prerogatifnya.
Pergantian kementerian dapat terjadi dengan dua syarat, yaitu (1) atas
permintaan dari diri kepala negara. Menurut Imam Al-Mawardi, seorang menteri
yang diberhentikan oleh kepala negara tanpa alasan atau kesalahan, maka
dengan sendirinya harus diberhentikan dari jabatan menteri tanpa hak untuk
tetap menjabat. Penataan kembali tersebut mempunyai ketentuan yang sama
bahwa laki-laki mempunyai hak untuk menceraikan isterinya, walaupun tidak
ada alasannya, perceraian itu tetap terjadi. (2) Mengganti menteri karena sebab
dan sebab apa pun.

Menurut Al-Mawardi, kepala negara berhak memberhentikan menteri-
menterinya karena bersalah karena salah satu dari delapan alasan, yaitu:
kecurangan, ketidakmampuan, kelalaian dan kesalahan dalam melaksanakan
tugas, ketidakdisiplinan, keterampilan di luar tugas semula (reorganisasi).
pelimpahan tugas), ada orang lain yang ahli, ada pula yang mengincar beberapa
jabatan menteri, Wazir Tafwidl (menteri koordinator) ingin satu posisi dengan

menteri teknologi (Wazir Tanfidz) .
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Ketujuh, tugas khusus menteri teknis Wazir Al-Tanfidzi. Selain tugas
menteri umum, Al-Mawardi juga menjelaskan tugas khusus menteri teknis,
karena tidak sedikit menteri khusus yang diangkat langsung oleh menteri
koordinator atau Wazir Al-Tafwidl. Tujuannya, agar menteri teknis tidak
bersekongkol dengan Wazir Al-Tafwidl untuk melemahkan kekuasaan kepala
negara. Fungsi khusus menteri teknis (Wazir Al-Tanfidz) adalah sebagai birokrat
sekaligus duta (safarat) kepala negara kepada rakyat dan rakyatnya. Dalam hal
ini Al-Mawardi membagi tugas khusus birokrasi Wazir Tanfidzi menjadi lima
bidang; (1) birokrasi antara kepala negara dan tentaranya; (2) birokrasi antara
kepala negara dan jajarannya; (3) birokrasi antara kepala negara dan rakyatnya;
(4) birokrasi administrasi kepala negara; dan (5) birokrasi organisasi dan
manajemen pegawai pemerintah.

Kedelapan, rapat dewan dan pengambilan keputusan. Al-Mawardi
berpendapat penting bahwa imam, sebagai kepala negara, tidak hanya memberi
instruksi kepada para menterinya, tetapi juga meminta pandangan, pendapat, dan
kerja sama para asistennya dalam forum pertemuan pemerintah. Pengambilan
keputusan dalam rapat dinilai dapat membantu dan menyelamatkan kepala
negara dari bisikan partai politik yang memiliki kepentingan dan tujuan pribadi
tertentu. Menteri adalah pembantu kepala negara yang lebih memahami masalah
sosial dan politik dibandingkan bangsawan keluarga kerajaan.

Kesembilan, menteri sebagai pembantu kepala negara. Al-Mawardi
menggambarkan menteri sebagai mata dan telinga kepala negara, yakni
perhatian yang penuh perhatian dan pendengaran yang peka. Dalam konteks ini,
para menteri dituntut untuk cermat dan peka dalam tiga (tiga) hal. (1) Selalu
waspada dan waspada dalam urusan kenegaraan. (2) menyaring sebelum
melaporkan, namun tidak menunda pelaporan kepada atasan, dan (3) dapat
menjelaskan dan melaksanakan program prioritas yang bersifat besar-kecil dan
jangka panjang. Kesepuluh, mengamankan kepentingan dan kekuasaan kepala

negara. Secara khusus, menteri teknis (Wazir Al-Tanfidz) dituntut mampu
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memikul beban dan tanggung jawab kepala negara dalam segala urusan
kenegaraan. Menteri teknis harus selalu mengurus urusan negara, dibandingkan
menteri koordinasi, karena mereka adalah puncak kekuasaan kepala negara.
Menteri teknis “blusukan” secara otomatis bisa mengamankan kepentingan dan
kekuasaan kepala negara.*

Perbedaan lain tugas-tugas antara Wazir Tafwidl dan Wazir Tanfidz
adalah Wazir Tafwidl diikut sertakan dalam peradilan, sedangkan Wazir Tanfidz
tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Wazir Tafwidl diperbolehkan dalam urusan
pengangkatan gubernur dan pejabat tinggi negara, sedangkan Wazir tidak
diperbolehkan. Dan juga, Wazir Tafwidl merupakan jabatan tertinggi serta yang
memberikan pengumuman untuk berperang, sedangkan Wazir Tanfidz tidak
mempunyai kuasa dalam hal itu. Terakhir, Wazir Tafwidl berwenang dalam
memiliki kekayaan negara dan pengeluaran dari baitul mal, sedangkan Wazir
Tanfidz tidak memiliki kewenangan tersebut.

Seperti kisah Al-Makmum Rahimullah membuat penulisan mengenai
ciri-ciri dalam pemilihan menteri, “ Sesungguhnya untuk mengemban tugas-
tugasku, aku mencari orang yang bersifat mulia, bersih diri, dan lurus jalan
hidupnya. la telah dididik dengan sopan santun dan ditempa oleh pengalaman.
Ketika dia dipercayakan dengan tugas-tugas penting, dia bangkit untuk
memenuhinya. Sikapnya yang ramah membuatnya tenang, dan ilmunya
membuatnya berbicara. Sesaat sudah cukup baginya untuk merasa puas dengan
potongan daging itu. Beliau adalah seorang yang waspada sebagai panglima
militer, lemah lembut sebagai seorang bijak, rendah hati sebagai seorang ulama,
dan pengertian sebagai seorang fugaha. Ketika orang lain berbuat baik padanya,
dia berterima kasih kepada mereka. Ketika musibah menimpanya, ia bersabar.

Dia tidak menukar keuntungan hari ini dengan kemiskinan di masa depan. la

BMuhammad Ishom, Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri Pembantu Kepala
Negara: Studi Kitab Adab Al-Wazir, Jurnal Hukum dan Politik, VVol. 7, No. 1, 2016, him. 1-10.

%prof. H.A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu Syariah, cet 3, (Jakarta,2003), him. 77-78.
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memenangkan hati banyak orang dengan keindahan pidatonya dan pesona
penjelasannya.”

Kriteria tersebut yang harus ada pada diri seseorang yang diangkat
menjadi menteri dan merupakan salah satu dasar terpenting dalam pengangkatan
menjadi menteri yang ditetapkan secara resmi dari imam. Karena kementerian
ialah jabatan yang memerlukan akad dan akad tidak sah kecuali jika dibuat
secara resmi dan jelas. Jika seorang Imam mengangkat menteri berdasarkan
berkah saja, maka pengangkatan tersebut tidak sah secara hukum, mungkin
banyak orang yang melakukannya karena berdasarkan tradisi dengan pernyataan
resmi serta jelas. Jika Imam melakukan pengangkatan seorang menteri hanya
berdasar atas restu maka pengangkatan tersebut tidaklah sah secara yuridis
(Hukum), kemungkinan hal tersebut akan banyak dipraktikkan oleh banyak
orang karena berdasar dari tradisi. °’

Syarat-syarat untuk menjadi Wazir Tafwidl dan Wazir Tanfidz. Pertama,
Wazir Tafwidl harus orang muslim, sedangkan Wazir Tanfidz dibolehkan berasal
dari golongon selain orang muslim. Syarat Khusus dari Wazir Tafwidl harus
paham akan aturan hukum-hukum Islam dan mengetahui strategis dan cara
berperang dan paham dalam urusan keuangan negara dan hal ini tidak menjadi
syarat kepada Wazir Tanfidz.

Pada masa sekarang, Wazir Tafwidl haruslah dari orang yang merdeka
sudah tidak diberlakukan lagi, sedangkan Wazir Tanfidz syarat tersebut tidak
diperlukan. Kekuasaan Wazir Tafwidl memiliki perbedaan dengan imam yaitu
imam berhak memilih penggantinya seperti kasus pengangkatan Umar yang
dilakukan oleh Abu Bakar, sedangkan Wazir Tafwidl tidak dapat melaksanakan
hal seperti demikian. Kepala negara bisa menempatkan jabatan secara langsung
untuk rakyat, sedangkan Wazir Tafwidl tidak bisa melakukan hal tersebut. Imam

berhak mengeluarkan seseorang yang telah diangkat menjadi Wazir Tafwidl

8 Darul Falah, Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum
Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, cet 1, (Jakarta,2014), him.37-39.
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sedangkan Wazir Tafwidl tidak bisa mengeluarkan orang yang diangkat oleh
imam. Menurut Al-Mawardi suku quraisy bukan merupakan syarat dari Wazir
Tafwidl dan imam. 38

C. Konsep Kementerian di Indonesia

Indonesia ialah kenegaraan yang mengemban sistem kepemerintahan
Presidensial. Artinya ialah, Indonesia di pimpin seorang presiden beserta dengan
wakil presiden. Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana seorang pemimpin,
Presiden dan wakil Presiden di bantu para kabinet menteri-menteri yang
mengurus bagian-bagian kementerian yang telah ditentukan dan yang telah
diatur pada setiap bidangnya. Kelembagaan menteri negara telah ditata didalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai kementerian negara. Pasal 1
ayat (1) menjelaskan kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pada Pasal 1 ayat (2)
menjelaskan menteri negara adalah pembantu Presiden yang memimpin
kementerian.

Peranan kementerian paling terpenting pada suatu pemerintahan.
Merekalah yang mengurus semua bidang yang berhubungan langsung sesuai
alur berjalannya kegiatan kepemerintahan. Didalam melaksanakan tugas,
menteri mempunyai kewenangan, mulai dari mengenai dalam melaksanakan
pengorganisasian untuk memberi suatu pelayanan beserta aturan yang akan di
berikan kepada Presiden dan wakilnya dan mempunyai wewenangan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakukan pada setiap bidang
kementerian. Pengangkatan dan pemberhentian menteri yang dilakukan Presiden
pada suatu fungsi yang ditentukan telah diatur pada bab V Pasal 22 dan 24 UU
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Pada konteks pemerintahan Indonesia terkhususnya yang berkaitan

langsung terhadap kelembagaan kementerian, kemudian daripada itu

%8 1bid, 79.
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pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh Presiden kepada menteri
serta implementasinya didalam perundang-undangan yang diatur mengenai
diangkat maupun diberhentikannya menteri tidak dimaksudkan untuk
pembatasan hak Presiden pada hal menetapkan seseorang menjadi menteri,
akan tetapi adanya ketetapan seperti itulah dimaksudkan supaya seorang menteri
yang diangkat oleh Presiden mempunyai satu kesatuan dalam totalitas serta
mempunyai karakter pribadi yang bagus, serta mempunyai keahlian pada bidang
tugas-tugas kementerian, mempunyai profesionalisme menjadi pimpinan dan
juga mampu bekerja sama sebagai pembantu Presiden. Hingga didalam
mengenai pertanggung jawaban, lalu para menteri akan bertanggungjawab atas
kemampuan seluruh pekerjaan kementerian yang dipimpinnya terhadap Presiden
sebagai orang yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Kementerian ialah kelembagaan yang termasuk kedalam  bagian
eksekutif yaitu lembaga dibawah kepala pemerintah termasuk bagian
pelaksanaan wewenangan kementerian yang merupakan lembaga dalam
fungsinya merupakan badan yang berada di bawah Presiden. Itu sebabnya
koordinasi tertinggi ada pada Presiden. Menteri harus mengikuti keputusan
masing-masing presiden, agar tindakan masing-masing menteri selalu bersinergi
dan selaras dengan Presiden sebagai kepala negara. Meskipun menteri
merupakan pembantu Presiden sesuai pada aturan UU menyatakan sehingga
menteri negara bergantung kepada Presiden, baik dalam pengangkatan ataupun
pemberhentian. Menteri yang telah diangkat oleh Presiden tidak bisa dikatakan
sebagai pembantu Presiden karena ialah yang dipilih Presiden yang dirasa
mampu dibidang tertentu, dimana Presiden tidak bisa menangani seluruh bidang

seorang diri maka membutuhkan orang yang mempunyai keahlian di bidangnya
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di kementerian. Hal ini disebabkan menterilah yang praktis menjalankan
kekuasaan pemerintahan.

Terbentuk adanya kabinet dan pengangkatan menteri negara tetap
berpedoman sesuai dengan konstiusi negara yaitu UUD 1945. UUD 1945
merupakan sebagai dasar tentang dibentuk dan diangkatnya kabinet-kabinet dan
seluruh menteri pemerintah. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan
dan pengangkatan menteri terdapat di bab V Pasal 17 UU Kementerian Negara
Tahun 1945. Pasal inilah kemudian menjadi kedudukan hukum atau dasar
hukum pembentukan pemerintahan Indonesia serta pengangkatan dan
pemberhentian menteri.

Menurut W. Ansley Wynes mengemukakan bahwa kekuasaan eksekutif
ialah kekuasaan didalam kenegaraan dalam menyelenggarakan Undang-Undang,
mengurus urusan kepemerintahan serta menjaga ketertiban juga menjaga dari
terjadinya suatu keamanan didalam dan diluar negeri. Para menteri yang
merupakan bagian dari eksekutif mempunyai tugas dan fungsinya yang telah
ditentukan untuk menjalankan tugas-tugas dipemerintahan. Tugas dan fungsinya
tersebut sesuai dengan Pasal 7 fungsi kementerian adalah menangani hal-hal
tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menjalankan
pemerintahan nasional.*°

Berdasarkan yang sudah terkonseptual, menteri pada sistem presidensial
ialah secara keseluruhan merupakan pembantu Presiden yang berarti bahwa
menteri didalam kabinet adalah orang kepercayaan atau tangan kanan presiden
yang menjalankan seluruhnya sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh

Presiden. Dilarang adanya campurtangan partai didalam menentukan garis-garis

% Deo Ricky Mahleza, Skripsi Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia
Maju Dit injau Menurut Uu No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021, him. 16-23.

40 Muhammad Tamliho Harahap, Skripsi: Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldiin

Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,(Banda Aceh: Uin Ar-
Raniry, 2020), him, 34-37.
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ketentuan dari Presiden kepada para menteri. Sesuai pada sistem presidentil,
program eksekutif sepenuh nya berpedoman terhadap kontrak sosial antara
Presiden dengan rakyat. Tiada adanya hubungan kepentingan program dengan
partai, sekalipun Presiden dicalonkan oleh koalisi-koalisi partai tertentu. Hal itu
berbeda dengan gambaran tugas menteri di kabinet parlemen. Dalam kabinet
parlementer, para menteri merupakan pengemban tugas partai politik, atau dapat
dikatakan juga mewakili partai politik yang memegang kekuasaan eksekutif di
pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pemerintahan koalisi, program Kkerja
pemerintah merupakan hasil kompromi antara partai anggota dan partai
pemenang.

Pembentukan kabinet menteri yang merupakan hak prerogratif presiden
berarti presiden mempunyai hak mutlak dalam menentukan siapa saja yang
dapat menjadi menteri. Namun dalam sistem presidensial, dimana partai politik
utama ikut serta dalam pengangkatan presiden, pengisian jabatan menteri di
bawah hak prerogratif presiden bersifat partisan, karena partai utama ikut serta
dalam sistem presidensial. Hal ini juga berdampak pada loyalitas dan tanggung
jawab menteri terhadap pekerjaannya.

Dalam pelantikan menteri  tersebut, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengingatkan agar Indonesia menganut sistem kabinet Presidensial.
Presiden adalah kaptennya. “Loyalitas dan tanggung jawab menteri adalah
kepada Presiden, bukan kepada pimpinan partai politik dalam menjalankan
tugas pemerintahan.”

Sesuai aturan hukum, pembentukan menteri di kabinet bukan hanya hak
prerogratif Presiden, tapi juga amanah yang diberikan undang-undang. Teori
Negara berdasarkan hukum pada dasarnya berarti bahwa hukum adalah “yang
tertinggi” dan menjadi tugas setiap pejabat negara atau pemerintahan untuk
menaati hukum (secara hukum). Tidak ada kekuasaan yang berada di atas

hukum (above the law), segala sesuatu berada di bawah hukum (law). Tidak
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boleh ada kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi
ini.*t
1. Macam-macam jenis Menteri di Indonesia beserta fungsinya

Kementerian mempunyai fungsi-fungsi serta tugas yang disesuaikan
dengan jabatan menteri tersebut. Maka daripada itu, Kewenangan tersebut
mengeluarkan suatu peraturan atau kebijakan dalam bentuk “peraturan menteri”
yang isinya berbeda-beda pada setiap kementerian, tergantung pada bidang
kegiatan menteri tersebut. Selain peraturan hukum, menteri mempunyai fungsi
serta tanggung jawab - pengawasan. Fungsinya dari pengawasan ialah
mendekatkan pada sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan
dengan baik dengan cara mengkoordinasikan kebijakan yang dibuat dan
memaparkannya kepada masyarakat.*?

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi kementerian
negara, termasuk empat kementerian koordinator. Sedangkan 31 kementerian
lainnya dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian.

a) Golongan | (menteri negara) adalah kementerian yang menangani urusan
pemerintahan yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD
1945. Yang termasuk dalam jenis kelompok 1 ini yaitu menteri dalam negeri,
menteri luar negeri, dan menteri pertahanan.

Sesuai Pasal 5 ayat 1, kementerian kelompok 1 ini berfungsi sebagai
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan
barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan
atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat

sampali ke daerah.

“1Indah Purwakasari Prasetyaningsih, Skripsi: Kedudukan Menteri Dalam Sistem
Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,
Universias Islam Indonesia Yogyakarta 2012, him. 4-6.

“2Muhammad Tamliho Harahap, Skripsi: Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldiin

Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,(Banda Aceh: Uin Ar-
Raniry, 2020), him. 34-37.
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b) Golongan Il adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang
ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Kementerian kelompok |1
ini yaitu menteri keagamaan, menteri hukum dan ham, menteri keuangan,
menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri riset dan teknologi, dan
pendidikan  tinggi, menteri  kesehatan, menteri sosial, menteri
ketenagakerjaan, menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri energi
dan sumber daya mineral, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
menteri perhubungan, menteri komunikasi dan informatika, menteri
pertanian, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri kelautan dan
perikanan, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi,
dan menteri-agraria dan tata ruang.

Kementerian ini berfungsi menurut Pasal 5 ayat (2) yaitu perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas
pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis
yang berskala nasional.

c) Golongan kelompok Il adalah kementerian menyelenggarakan yang
berkaitan dengan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan
sinkronisasi program pemerintah. Kelompok kementerian ini yaitu menteri
perencanaan pembangunan, menteri pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi, menteri BUMN, menteri koperasi dan usaha kecil dan
menengah, menteri pariwisata, menteri pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, menteri pemuda dan olahraga dan menteri sekretariat
negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang
Organisasi Kementerian Negara Bab Ill, dalam Pasal 31 ayat (1) berfungsi
perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara
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yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di

bidangnya.

d) Terakhir adalah kementerian koordinator menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidangnya. Adapun bagian-bagian kementerian koordinator
ini yaitu menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, menteri
koordinator  bidang perekonomian, menteri  koordinator  bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang
kemaritiman dan investasi.

Dalam Pasal 49 Bab IV tentang kementerian koordinator bahwa
mempunyai fungsi yaitu koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan kementerian yang terkait dengan isu di bidangnya,
pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya, koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi  di lingkungan kementerian koordinator, pengawalan program
prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam
sidang kabinet, penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau
disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan
dimaksud, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

2. Tugas Kementerian di Indonesia

Beberapa tugas dari pemerintah diantaranya yaitu mengatur segala
penentuan dalam berbagai pelaksanaan yang sudah dirancang agar
terselenggaranya tujuan-tujuan yang diharapkan, memikirkan tentang
masyarakat yang harus berkembang kearah yang lebih baik dimasa yang
mendatang, merencanakan segala perancangan kebijakan-kebijakan demi

keberhasilan segala perubahan perkembangan dikalangan masyarakat dan juga
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melakukan pengelolaan dan pengarahan kepada masyarakat pada segala tujuan-
tujuan yang diinginkan. 43

Namun secara umum tugas menteri diatur dalam Pasal 7 Undang-
Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008, dimana tugas
kementerian adalah menangani masalah pemerintahan tertentu dalam membantu
presiden terhadap penyelengaraan urusan pemerintahan negara. Tugas menteri
meliputi: a) memantau juga mengoordinasikan implementasi kebijakan serta
program yang ditetapkan untuk bidang dan bidang tanggung jawab tertentu, b)
beradaptasi dengan berbagai permasalahan yang muncul dan berusaha
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memantau perkembangan kondisi
di segala bidang yang memerlukan koordinasi, c) berkoordinasi dengan berbagai
pimpinan dan pimpinan instansi lain untuk berkolaborasi dalam berbagai
permasalahan. Terutama yang berkaitan dengan lembaga atau sektor negara.

Menurut Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39
Tahun 2008 dalam Pasal 8 bertugas menyelenggarakan, a. merancang,
menentukan dan melaksanakan kebijakan di departemennya, b. pengelolaan
barang/aset pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya, C. pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas di departemennya, dan d.pelaksanaan sumber daya
teknis dari pusat hingga daerah. Tugas menteri negara adalah membantu
Presiden dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang
tanggung jawabnya.

3. Kedudukan Kementerian di Indonesia

Sehubungan dengan perintah menteri dalam sistem presidensial, maka
menteri ialah pembantu kepala negara menurut pasal 17 ayat (1) UUD 1945.
Kekuasaannya didasarkan pada kewenangan Presiden. Jadi sebenarnya
kekuasaan menteri adalah kekuasaan presidensial yang bisa dilimpahkan atau

dikuasakan oleh Presiden kepada para menteri. Dengan demikian, kedudukan

4 Radis Bastian, Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia Ragam Bentuk dan Sistem
Pemerintahan Negara-Negara di Dunia, cet. 1, (Yogyakarta, 2015), him. 14-15.
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pemberian perintah delegasi dari perintah delegasi yang hanya dapat dibentuk
setelah menerima perintah delegasi dari perintah di atasnya menjadi penting.
Walaupun sebenarnya dalam hukum administrasi, stasiun dan lembaga
mempunyai kekuasaan administratif dalam arti fungsional, namun hal ini
menimbulkan kesenjangan dalam kemampuan menteri untuk membuat peraturan
meskipun tanpa adanya peraturan yang dihasilkan dari peraturan tersebut di atas.

Dengan adanya perintah penyerahan atau pelimpahan wewenang, maka
perintah menteri tidak dapat mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan menteri yang
memuat pengaturan mengenai hal-hal yang tidak dilimpahkan kepadanya
mengakibatkan - peraturan menteri tersebut tidak mengikat secara umum.
Perintah menteri yang demikian jelas tidak mendapat pendelegasian
kewenangan pengaturan secara implisit dari parlemen, terbukti dari isinya yang
mengatur hal-hal yang tidak termasuk dalam urusan yang didelegasikan oleh
parlemen itu sendiri. Akibatnya, peraturan menteri yang dibuat tanpa izin tidak
dapat diakui, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan pada
Pasal 8 ayat (2) UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No.
12 Tahun 2011.4

Berdasarkan ketentuan konstitusi Indonesia mengatur bahwa seorang
Presiden dibantu oleh menteri negara. Terkait kementerian tertuang pada pasal
17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mengangkat juga memberhentikan
selurun menteri. Semua menteri bertanggungjawab sepenuhnya kepada
Presiden, dikarenakan Presiden menjalankan tugas sebagai pemimpin dan
sebagai kepala pemerintahan. Bukan hanya menjadi bagian dari konstitusi
negara, tetapi penjelasan lebih spesifik tentang kementerian terdapat pada

Undang-Undang Kementerian Nomor 39 Tahun 2008 dan Keputusan Presiden

4 Ardilafizaa, Beni Kurnia Illahib, Amancikc, Annisa Salsabilad, Kedudukan dan
Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No.
3, 2022, him. 377.
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Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi Kementerian Negara. Kelanjutan
pelaksanaannya terdapat pada Pasal 17 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945,

Dalam perencanaan ketatanegaraan, kedudukan dan peranan menteri
ditentukan tersendiri dalam Bab V UUD (1945) tentang kementerian negara.
Pasal 17 terdiri atas 4 (empat) ayat yang memuat: 1) menteri negara membantu
Presiden, 2) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, 3) Setiap
menteri bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan tertentu, 4)
pembentukan pemerintahan, pergantian kementerian, dan pembubaran negara
diatur dengan undang-undang. Kementerian negara mempunyai kedudukan
strategis yang penting dalam penyelenggaraan negara sebelum amandemen
UUD 1945, pasal yang mengatur tentang kementerian negara tetap dibangun
atas biaya sendiri, meskipun terdapat perbedaan penting dalam struktur tata
negara sebelum dan sesudah diadakannya amandemen UUD Tahun 1945.

Pada sistem presidensial, kedudukan kementerian adalah sebagai
lembaga yang mempunyai kekuasaan di bidang administrasi, biasa disebut
badan eksekutif. Menurut Miriam, kekuasaan eksekutif yaitu terdiri dari
Presiden dan para menteri- menteri. Sedangkan lembaga legislatif yaitu bagian
yang menjalankan Undang-Undang dan juga tercakup dalam urusan mengadili.

Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden bukan sebagai
kepala eksekutif. Kepala eksekutif sebetulnya ialah seorang menteri yang
bertanggungjawab terhadap Presiden. Maka daripada itu, dalam penjelasan pasal
sebelum amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa menteri adalah pegawai
negeri sipil yang mempunyai kedudukan sangat tinggi sebagai pelaksana
pemerintahan sehari-hari. Artinya, menteri pada hakikatnya adalah kepala
pemerintahan di bidang tugasnya masing-masing dalam arti harfiah. Kedudukan
menteri sebagai pembantu Presiden sangat strategis baik dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari maupun kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kedudukan strategis tersebut tergambar dari ketentuan Pasal 17 yang

menyatakan bahwa setiap menteri bertanggung jawab terhadap urusan
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pemerintahan tertentu, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008, yang menjadi urusan administrasi kementerian di bidang tertentu

adalah:

a. urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya disebutkan secara
tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945)

b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya ditentukan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) serta,

c. dalam kaitannya dengan wurusan administrasi, untuk mempertajam,
mengkoordinasikan dan menyinkronkan program-program pemerintah.

Karena posisinya tidak sembarangan, maka pembentukan pemerintahan
tidak boleh didasarkan pada logika sistem parlementer yang dibangun atas
koalisi partai pendukung Presiden dan wakil presiden. Hal ini bertujuan untuk
memastikan pejabat kementerian benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi
dan kualitas kerjanya, sehingga dapat mendukung kualitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan. Pengisian jabatan-jabatan tersebut disebut
dengan sistem merit atau yang disebut (sistem kebijakan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara
adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi).

Mc Court mendefinisikan sistem merit sebagai “menunjuk orang terbaik
untuk suatu pekerjaan,” yang berarti menugaskan orang terbaik untuk suatu
pekerjaan. Jadi pekerjaan atau jabatan hendaknya diisi oleh orang-orang terbaik
karena kualitas dan keterampilannya. Pengisian tersebut tidak lagi mengenal
keintiman, kelas sosial, gender atau hal-hal yang tidak melebihi kemampuan dan
kualitas kinerja seseorang yaitu sistem pelanggaran.

Selain menteri negara dan menteri koordinator, terdapat tiga jabatan
menteri yang lazim disebut menteri tiga serangkai. Secara etimologis berasal
dari bahasa Latin triumvirate yang berarti tiga orang, yaitu suatu rezim politik
yang dipimpin oleh tiga orang penguasa yang masing-masing disebut triumvirat.

Tiga jabatan menteri dalam triumvirat tersebut adalah menteri luar negeri
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(Menlu), menteri dalam negeri (Mendagri) dan menteri pertahanan (Menhan)
dalam UUD 1945 dalam Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa ketiga menteri akan
menjalankan fungsi Presiden secara bersama-sama apabila Presiden dan Wakil
Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan atau berhalangan
menjalankan fungsinya secara bersamaan selama masa jabatannya.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah apabila
Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri,
diberhentikan dari jabatannya, atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara
bersamaan selama masa jabatannya, maka harus dilakukan tindakan untuk
mengatasi masalah tersebut yaitu mengadakan rapat parlemen. Selambat-
lambatnya tiga puluh hari setelah rapat parlemen mengadakan rapat dimana
Presiden beserta wakilnya dipilih dari antara dua pasangan calon Presiden dan
calon Wakil Presiden yang diajukan dari gabungan partai politik yang pasangan
calon Presiden dan Wakil Presidennya mendapatkan suara paling banyak yang
pertama dan kedua di parlemen.

Pemilihan umum tahun lalu hingga akhir masa jabatannya. Artinya, tiga
menteri secara konstitusional diberi kewenangan khusus untuk memenuhi
kewajiban presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945, meski bukan menteri
koordinator yang memegang jabatan tersebut. Bahkan, posisi menteri
koordinator dalam kesehariannya terkesan lebih tinggi, dengan kata lain lebih
tinggi dibandingkan menteri yang fokus pada bidang tertentu. Hingga saat ini,
alat hukum menteri untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas
sehari-hari adalah kementerian. Dalam praktiknya, perbedaan antara kedua
bentuk ini tidak begitu jelas. Untuk menghindari kebingungan, yang terbaik
adalah menentukan batasannya. Keputusan menteri merupakan keputusan
(besluit) yang bersifat mengatur (regelen) atau secara umum, sedangkan
keputusan menteri bersifat mengatur (beschikking) atau secara tertentu.

Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011, perintah
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kementerian adalah perintah berdasarkan materi muatan kementerian
sehubungan dengan pengurusan beberapa perkara administratif. Peraturan
menteri hanya dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
departemen, seperti organisasi, tata Kkerja, tata cara perizinan, tata cara
permohonan, dan lain-lain. Kesenjangan yang timbul berdasarkan wewenangan
yang ada pada Pasal 8 ayat (2) muncul dari sudut pandang otoritas negara.
Petugas yang mengeluarkan perintah hukum yang tidak berhak mengeluarkan
atau mendelegasikan perintah hukum.

Aturan undang-undang yang dibuat sesuai kewenangannya dengan
lingkup instansi/pejabat pemerintah terkait. Misalnya kementerian pendidikan
dan kebudayaan, observasi dan teknologis dapat menerbitkan aturan undang-
undang berdasarkan kewenangannya pada bidang pendidikan, kebudayaan,
penelitian dan teknologi meskipun hal tersebut bukan merupakan bagian dari
atribusi (penilaian) atau pendelegasian wewenang pembentukan peraturan
perundang-undangan. Berbagai alasan pendelegasian di atas menunjukkan
adanya pergeseran peran perwakilan dan badan eksekutif dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Ada yang memandang lembaga legislatif saat
ini bukan lagi sebagai pembuat atau pembentuk norma melainkan sebagai
pemberi kewenangan. Bahkan - kewenangannya diperluas dengan adanya
peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan.*®

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri di Indonesia

Hak Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri lebih
tepatnya diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun
2008. Undang-Undang ini adalah kelanjutan Pasal 17 ayat (4) yang menjelaskan
“pembentukan dan pemberhentian kementerian harus diatur dengan undang-

undang”. Adanya Undang-Undang Kementerian tentu menandakan bahwa

4 Ardilafizaa, Beni Kurnia Illahib, dkk, Kedudukan dan Karakteristik Peraturan
Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19, No. 3, him. 371-373.
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kementerian merupakan lembaga penting dalam urusan pemerintahan.
Sebagaimana diuraikan tersebut, efisien dan efektivitas, proporsional ruang
lingkup pekerjaan dan beban kerja, konsistensi, koherensi, dan keterpaduan
dalam pelaksanaan tugas dan/atau perkembangan lingkungan global harus
diperhatikan dalam pembentukan kementerian.

Penjelasan menteri negara membantu Presiden terdapat pada Pasal 17
ayat (1) UUD 1945, pasal tersebut mengandung arti bahwa presiden
memerlukan bantuan menteri untuk menyelesaikan masalah tertentu guna
memperlancar kerja Presiden. Bahwa semua visi Presiden menjadi kenyataan.
Dalam pasal ini menjelaskan Presiden tidak dapat melaksanakan pemerintahan
dengan baik tanpa adanya pihak lain yang membantu. Pada Pasal 17 ayat (2)
Undang-Undang 1945 vyang berlaku bagi menteri yang diangkat dan
diberhentikan oleh presiden.

Maka dari itu wewenangan Presiden didalam urusan pengangkatan dan
pemberhentian menteri adalah kewenangan khusus Presiden atau disebut dengan
istilah hak prerogratif Presiden yang tercantum didalam konstitusi negara. Akan
tetapi terdapat dampak negatif dalam pasal ini menyebutkan, seorang menteri
tidak dapat menggelak jika kepala negara memecatnya atau menuntut kepala
negara karena keputusannya memecat menteri tersebut. Pasal 17 ayat (3) UUD
1945 menyatakan bahwa menteri bertanggung jawab atas urusan dalam negeri
tertentu. Oleh karena itu, seorang menteri yang diangkat oleh Presiden bertugas
menangani masalah-masalah tertentu dalam pemerintahan.

Hal-hal tertentu yang diuraikan dalam ayat ini dijelaskan secara seksama
dalam Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008.
Hal-hal khusus tersebut, pertama, urusan tata nama kementerian, yaitu
kementerian-kementerian yang disebutkan secara khusus pada Undang-Undang
1945. Selanjutnya, masalah pemerintah yang ruang lingkupnya ditentukan di
Undang-Undang 1945, point terakhir, masalah pemerintah mengenai

perencanaan,  pengorganisasian  serta  penyesuaian  program-program
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pemerintahan. Pada pasal 17 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan mengenai
perancangan, pemindahan serta pemberhentian menteri negara diatur di Undang-
Undang.

Pasal ini memerlukan penafsiran hukum secara rinci. Berdasarkan ayat
tersebut, DPR dan Presiden membentuk Undang-Undang Kementerian Negara
Nomor 39 Tahun 2008. Undang-Undang Kementerian ini menafsirkan Pasal 17
UUD 1945 sebagai landasan hukum kementerian negara. Pada pemilihan
kementerian, ada yang lain harus dilengkapi untuk memenuhi syarat-syarat yang
terdapat didalam Pasal 22, menteri yang diangkat juga di larang mempunyai
jabatan lainnya, peraturan itu telah diatur pada Pasal 23 tentang larangan
menteri merangkap jabatan. Apabila menteri yang telah menjabat tersebut
sedang dalam jabatan lain maka langkah yang harus dilakukan adalah menteri
tersebut harus melakukan pengunduran dirinya dari jabatan yang dipikulnya.
Pada Pasal 22 Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun
2008 vyaitu syarat-syarat dalam pengangakatan menteri, orang tersebut wajib
berasal dari negara Indonesia, beriman kepada Allah, setia pada Pancasila
sebagai dasar negara, UUD 1945 dan sesuai dengan cita-cita proklamasi
kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, sehat dan baik hati, serta tidak pernah
dipidana oleh pengadilan negeri tetap dengan pidana penjara paling lama lima
tahun bahkan lebih. Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Kementerian Negara
Nomor 39 Tahun 2008 bahwa menteri berhenti dari jabatannya karena dan
berakhirnya masa jabatannya.

Presiden memberhentikan menteri karena mengundurkan diri atas
permintaan tertulis sendiri, tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang merupakan
kesalahan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, pelanggaran larangan lebih dari
satu jabatan dalam Pasal 23 atau karena sebab-sebab yang ditetapkan oleh

Presiden. Presiden memberhentikan sementara menteri yang dituduh melakukan
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tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun.

Melainkan  mengenai  pengangkatan  menteri, Undang-Undang
Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008, terdapat sistem mekanisme
pemberhentian seorang menteri yang diatur pada Pasal 24, yaitu 1. menteri
berhenti dari jabtan karena: a. Meninggal dunia; atau b. Berakhir masa jabatan.
2. menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena: a. Mengundurkan
diri atas permintaan sendiri secara tertulis b. Tidak dapat melaksanakan tugas
selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut c. dinyatakan bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23, dan e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas juga tanggung
jawab menteri yakni Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun
2008. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan sistem administrasi
pemerintahan presidentil yang efektif dan efisien yang berfokus pada
peningkatan pelayanan publik. Maka dari itu, menteri tidak dapat merangkap
sebagai pejabat negara lain, pejabat yang berwenang, dan pejabat Badan Usaha,
serta staf administrasi pada organisasi yang dibiayal anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seorang
menteri bahkan diharapkan melepaskan tugas dan tanggungjawab lain, termasuk
tugas dan tanggungjawab partai. Tujuan dari semua itu adalah untuk
meningkatkan keterampilan profesional, mengelola urusan kementerian dengan

orientasi pada tugas pokok dan tugas yang lebih bertanggung jawab.*®

4 Indah Purwakasari Prasetyaningsih, Skripsi: Kedudukan Menteri Dalam Sistem
Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ,
Universias Islam Indonesia Yogyakarta 2012, him. 4-6.
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D. Relevansi Konsep Kinerja Kementerian di Indonesia dengan Teori
Wizarah Tafwidl Imam Al-Mawardi

Pada penjelasan di bab sebelumnya bahwa seperti yang kita ketahui
menurut pendapat Al-Mawardi yaitu Wazir adalah seseorang dari pilihan kepala
negara demi membantu mengendalikan pemerintahan. Karena luasnya tugas dan
tanggungjawab kepala negara, maka diperlukanya bantuan dari masyarakat
untuk memperingankan tugas kepala negara. Maka dari itu, tugas kepala negara
menjadi lebih berkurang atau dapat teringankan. Kepala negara melimpahkan
tugas-tugasnya kepada Wazir dalam lembaga yang diketahui yaitu Wizarah.
Wazir diangkat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang ia miliki. Agar
tugas yang diberikan kepala negara kepada Wazir terlaksana dengan sesuai apa
yang diharapkan.

Persamaan yang terdapat pada konsep kementerian Indonesia dengan
memiliki persamaan yaitu hanya betindak sesuai pada tujuan Presiden. Oleh
karena itu, dua konsep tersebut bisa disandingkan. Karena ada kesamaan dalam
hal keterbatasan kekuatannya. Selain kapasitas yang terbatas. Semua
kementerian yang ada di Indonesia termasuk kedalam Wizarah Tanfidz karena
kewenangannya terbatas dan sesuai dengan visi Presiden.

Imam Al-Mawardi merumuskan dua konsep Wazir menjadi dua, yaitu: 1)
Wazir Tafwidl adalah menteri yang diangkat oleh khalifah dengan kekuasaan
yang luas. Wazir Tafwidl dapat melakukan ijtihad dengan sebaik-baiknya tanpa
harus berkonsultasi dengan khalifah. Karena kewenangan Wazir Tafwidl begitu
luas, maka Imam Al-Mawardi memberikan kriterianya berdasarkan surat Nabi
Muhammad SAW. Sama halnya juga dengan di Indonesia, para menteri
membantu Presiden dan menjalankan tugasnya dalam urusan kenegaraan dan
harus selalu ada dalam kondisi apapun. Wazir Tafwidl harus mempunyai
perpaduan kemahiran antar pena dengan pedang, yaitu yang maksudnya adalah
kemahiran administratif dan kemiliteran. Sebab keduanya merupakan kekuasaan

negara. 2) Wazir Tafwidl mempunyai wewenang yang besar. Wazir Tanfidz
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hanya mempunyai kekuasaan terbatasi. Wazir Tanfidz hanya bisa bekerja sesuai
arahan kepala negara. la tidak berkuasa berijtihad seperti Wazir Tafwidl. Wazir
Tanfidz menjadi penyampai pesan atau juru bicara kepala negara yang kemudian
disampaikan kepada umatnya. Syarat menjadi Wazir Tanfidz tidak serumit
Wazir Tafwidl.

Menurut Imam Al-Mawardi, kedua Wazir tersebut mempunyai tugas dan
wewenang Yyang berbeda. Kewenangan seorang Tafwidl Wazir lebih luas
dibandingkan dengan Wazir Tanfidz. Dibandingkan saat itu, Wazir Tafwidl
memiliki kemiripan seperti perdana menteri pada pemerintahan parlemen,
sementara itu, Wazir Tanfidz juga memiliki kemiripan dengan menteri di
pemerintahan presidentil yaitu mengikut sertakan dalam visi presiden.

Akan tetapi dapat diketahui, bahwa tidak ada konsep kementerian yang
terbagi menjadi dua kementerian dalam sistem konseptual menteri Indonesia.
Kementerian di Indonesia hanya mempunyai satu konsep menteri, yaitu bagian
dari kabinet yang dibentuk oleh presiden sebagai seorang pemimpin tertinggi di
suatu negara dan kepala pemerintahan.

Kabinet yang dibentuk oleh kepala negara mempunyai beberapa
kementerian sesuai dengan bidangnya yang dipimpin oleh seorang menteri.
Semua menteri yang diangkat bertanggungjawab terhadap kepala negara, bukan
terhadap masyarakat juga parlemen. Sebab pengangkatan menteri secara
langsung dilakukan oleh presiden. Tidak melalui pemilihan dari masyarakat atau
diangkat oleh parlemen.

Namun berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya ada 3 kelompok
bagian kementerian yang termasuk memiliki relevansi atau hubungan dengan
dalam Wizarah Tafwidl yaitu

a. Pertama, kementerian negara yang merupakan kelompok pertama atau
kelompok 1. Kementerian ini relevansi dengan Wazir Tafwidl yang ada

di Indonesia yang merupakan pembantu Presiden dalam menangani

urusan kenegaraan atau pemerintah.
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b. Kedua, yaitu kelompok Il yaitu kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang sesuai ruang lingkupnya. Kementerian ini
juga relevan dengan Wazir Tafwidl karena juga membantu Presiden di
setiap segala urusan kenegaraan.

c. Ketiga yaitu kementerian ke 1V yang termasuk pada Wazir Tafwidl yaitu
menteri koordinator. Menteri koordinator ini ialah menteri yang
berfungsi dalam membantu Presiden dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Adapun juga yang relevan antara Wazir Tanfidz dengan kementerian
yang ada di Indonesia yaitu:

a. kementerian kelompok Il dimana kementerian jenis ini Yyaitu
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
Kementerian ini relevan dengan Wazir Tanfidz karena menteri ini
mengurus pemerintahan pada bidang administrasian dan tidak ikut
campur dalam urusan pemerintahan.

Persamaan lainnya diantara dua konsep Imam Al-Mawardi dan konsep
kementerian di Indonesia adalah mengenai pengangkatan menteri. Menurut
konsep menteri Al-Mawardi, pengangkatan menteri harus berdasar atas ijab dan
kabul atau pengangkatan khalifah, yang kemudian diterima oleh Wazir. Tidak
jauh berbeda dengan Indonesia. Menteri yang diangkat oleh presiden diangkat
oleh presiden dan diambil sumpah jabatannya. Begitu seorang menteri dilantik,
maka menteri tersebut langsung dapat melakukan pekerjaannya sesuai di bidang
yang ditugaskan kepadanya. Setelah para menteri menjabat dan mulai bekerja,
langkah selanjutnya adalah menilai posisinya.

Adapun perbedaannya yang terdapat pada kedua konsep ini yaitu dalam
konsep kementrian Imam Al-Mawardi, ia tidaklah memakai istilah resuffle atau
pergantian jabatan menteri ketika Imam tidak puas dengan pekerjaan Wazir.

Walaupun dalam praktiknya, jika Wazir (Menteri) tidak melaksanakan fungsi
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sebagaimana mestinya secara maksimal, kepala negara dapat menggantikan
Wazir itu dengan orang lain yang baru.

Sedangkan pemerintah Indonesia menggunakan istilah pergantian
(resuffle) ketika presiden ingin mengganti menteri dan mengadakan perubahan
ketika presiden menilai kinerja menteri kurang memuaskan, karena presiden
mempunyai hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
menurut undang-undang. semisalnya pada masa jabatan Presiden Joko Widodo-
Jusuf Kalla 2014-20109.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengadakan perubahan atau
dengan istilah "resuffle’ kabinet demi memajukan tujuan Presiden yang disebut
Nawa cita. Dalam perubahan ini, menteri yang kinerjanya dinilai kurang akan
diberhentikan dan digantikan oleh orang lain yang dianggap mampu oleh
presiden. Resuffle tersebut diharapkan dapat memberikan kemajuan pada

efisiensi kabinet dalam melaksanakan visi presiden masa depan.*’

47lsa Anshori Al Hag, Siti Ngainnur Rohmah, Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah)
Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia, Journal of Islamic
Law, Vol. 5, No. 2, 2021, him. 267-271.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut analisis hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis
lakukan dan uraikan, dan dari pada itu dapat ditarik kesimpulan atas
permasalahan yang dikemukakan pada penelitian inilah sebagaimana berikut :

1. Konsep kementerian di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 yaitu tentang Lembaga Kementerian Negara. Pada pasal 1 ayat 2
menjelaskan bahwa menteri negera adalah pembantu Presiden yang
memimpin kementerian. Didalam menjalankan pemerintahan, menteri
mempunyai peranan terpenting. Menteri jugalah yang mengurusi dan menata
pada setiap bidang yang berkaitan dengan seluruh kegiatan pemerintahan.
Menteri sebagai tangan kanan Presiden dan bertanggungjawab atas seluruh
kegiatan pemerintahan.

2. Relevansi antara konsep Wazir Tafwidl dengan kementerian yang ada di
Indonesia berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya ada 3 kelompok yaitu
pertama, kementerian negara atau kelompok 1. Kementerian ini merupakan
pembantu kepala negara atau Presiden dalam menangani urusan
pemerintahan. Kedua, kelompok Il yaitu kementerian yang menangani
urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya karena juga membantu
Presiden di setiap segala urusan kenegaraan. Ketiga, kementerian ke IV yang
termasuk pada Wazir Tafwidl yaitu menteri koordinator yang membantu
kepala negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wazir Tanfidz yang relevansi dengan kementerian yang ada di
Indonesia, kementerian kelompok 11l Karena menteri ini mengurus
pemerintahan pada bidang administrasian dan tidak ikut campur dalam urusan

pemerintahan.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1) Saran bagi penulis kedepannya agar dapat menambahkan ide-ide pokoknya
yang lebih luas lagi mengenai penulisan dalam skripsi ini, karena dalam
penelitian ini masih minimnya hal-hal lain yang seharusnya dituangkan pada
skripsi yang dirasa perlu.

2) Peneliti lainnya juga dapat mencari dari berbagai sumber seperti mengutip
dari rujukan para ahli atau pendapat, dari berbagai sumber lain juga seperti

buku-buku serta lainnya yang bisa dijadikan kajian untuk dikembangkan

lebih luas lagi.
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